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Nim    :  60800113063  
Judul Skripsi            :  Studi Ketersediaan dan Kebutuhan Infarstruktur 
Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pangkajene 
Kabupaten Pangkep  
 
Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, 
terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan 
sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan 
sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami 
degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai 
“Kawasan Kumuh”. Berdasarkan SK Bupati Pangkejene dan Kepulauan No. 
489 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh 
Kabupaten Pangkep dan berdasarkan profil kawasan permukiman kumuh 
perkotaan Kabupaten Pangkep teridentifikasi sebanyak 9 lokasi kawasan 
kumuh dengan luas kawasan kumuh sekitar 46.3 Ha. 
Penelitian ini dilakukan dengan  mengkaji ketersediaan dan 
kebutuhan infrakstruktur kawasan pemukiman kumuh Kota Pangkajene. 
Tujuan untuk mengetahui ketersedian dan kebutuhan infrastruktur pada 
kawasan permukiman kumuh Kota Pangkajene. Metode Penelitian yang 
digunakan adalah metode Analisis Kuantitaif yaitu Pembobotan terhadap 
SPM dan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif dengan pendekatan 
SPM. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ketersediaan infrakstruktur 
prasarana secara keseluruhan  pada kawasan permukiman kumuh kota 
Pangkajene Kabupaten Pangkep memiliki tingkat ketersediaan Sedang. 
Dengan tingkat ketersediaan yang paling tinggi yaitu jaringan jalan, untuk  
ketersediaan sedang yaitu jaringan drainase dan jaringan pengelolaan air 
limbah, dan tingkat ketersediaan paling rendah yaitu jaringan air bersih dan 
jaringan persampahan. Sedangkan kebutuhan terhadap infrastruktur 
prasarana kawasan permukiman kumuh Kota Pangkajene Kabupaten 
Pangkep, membutuhkan jaringan air bersih dengan aliran perpipaan PDAM 
sebanyak 2104 KK, untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan kualitas 
jalan jaringan, kebutuhan jaringan drainase yaitu 8.250,73 meter, 
pengelolaan limbah yaitu 4 MCK umum, dan untuk kebutuhan persampahan 
yaitu 1330 tong sampah/kk, 17 TPS dan 12 unit grobak sampah serta 
membutuhkan Pengankutan  sampah  1 minggu 3 kali pada kawasan kumuh 
kota Pangkajene. 
 
Kata Kunci : Ketersediaan, Kebutuhan, Infrastruktur, Kawasan 
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A. Latar Belakang 
Tingginya arus urbanisasi akibat menumpuknya sumber mata pencaharian 
di kawasan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat, untuk 
bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal di kota, hingga akhirnya menciptakan 
lingkungan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan suatu kondisi 
kawasan permukiman yang tata letak bangunannya tidak teratur, halamannya yang 
sempit dan bahkan langsung berbatasan dengan jalan, bangunan yang berdempet 
serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan aspek sosial, 
permukiman kumuh ditandai dengan pertambahan penduduk yang tinggi, tingkat 
pendapatan dan kesehatan yang rendah. 
Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1992 tentang Perumahan. Secara umum, Undang-Undang ini merupakan 
wujud perhatian pemerintah terhadap penanganan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. Dalam Pasal 1 poin (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011, dinyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu 
kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, 
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan 
dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, 





Undang-Undang tersebut menyebutkan secara eksplisit bahwa salah satu 
ruang lingkup penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. Hal ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk 
kebijakan, strategi dan program oleh berbagai institusi pemerintah yang 
bertanggungjawab. 
Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini, telah ditetapkan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembinaan 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan upaya yang 
dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman. Pembinaan dilakukan dalam lingkup perencanaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Tanggung jawab pemerintah 
dilakukan melalui koordinasi; sosialisasi peraturan perundang-undangan; 
bimbingan, supervisi dan konsultasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan 
pengembangan; pendampingan dan pemberdayaan; serta pengembangan sistem 
informasi dan komunikasi. 
Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, 
prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda 
terjadinya penurunan dengan Berbagai upaya perlu dilakukan untuk memperbaiki 
kondisi tersebut.Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, 





dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran 
pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan 
atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. 
Permasalahan Utama yang dihadapi adalah rendahnya ketersedian 
infrastruktur kawasan kumuh dalam peningkatakan pembangunan sosial, ekomoni 
dan lingkungan dalam  pembangunan atau perbaikandan meningkatkan kualitas 
permukiman yang baik.Wilayah Kabupaten Pangkep yang memiliki landcape tiga 
dimensi mempunyai luas wilayah 1.112,29 Km
2 
dan mempunyai ketinggian 
tempat rata-rata 8 Mdpl. Dari luas wilayah tersebut terdiri dari 13 Kecamatan dan 
65 Desa serta 38 Kelurahan.  
Berdasarkan SK Bupati Pangkejene dan Kepulauan No. 489 Tahun 2016 
tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Pangkep, 
maka terdapat 17 (tujuh belas) kawasan dengan total luas 45 ha yang tersebar pada 
7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Minasa Te’ne, Kecamatan Pangkajene, 
Kecamatan Segeri, Kecamatan Ma’rang, kecamatan Bungoro, Kecamatan 
Mandalle dan Kecamatan Labakkang. 
Allah swt mengingatkan besarnya nikmat rumah bagi manusia seperti yang 
dijelaskan dalam QS An Nahl /16:80 di bawah ini :  
                           







“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan 
Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang 
ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan 
dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu 
onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu 
pakai) sampai waktu (tertentu)”. (Kementrian Agama RI, 1433 H/2012 M). 
 
Ayat ini mengingatkan manusia tentang nikamat yang dapat diperolehnya, 
Allah juga menjadikan bagi kamu dalam hal ini rumah-rumah sebagai tempat 
tinggal yang dapat memberi ketenangan menghadapi gangguan lahir dan batin.  
Firman-Nya: (مكت وتيب نم مكلعج اللهو) wa Allah ja’ala lakum min buyutikum/ 
dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah kamu. Mengandung arti bahwa 
Allah menciptakan bagi manusia bahan-bahan untuk dijadikan rumah serta 
mengilhami mereka cara pembuatannya. lham membuat rumah merupakan tangga 
pertama bagi bangunnya peradaban umat manusia sekaligus merupakan upaya 
paling dini dalam membentengi diri manusia guna memelihara kelanjutan hidup 
pribadi,bahkan jenisnya. Dengan demikian, ini adalah nikmat yang sangat besar.  
Kata (تىب) baiti/rumah pada mulanya berarti tempat berada di waktu 
malam, baik tempat itu berupa bangunan tetap maupun sementara seperti kemah-
kemah. Makna tersebut kemudian berkembang menjadi tempat tinggal, baik 
digunakan di waktu malam maupun siang.  
Kata (نكس) sakanan terambil dari kata yang bermakna tenang setelah 
sebelumnya bergejolak. Rumah berfungsi memberikan ketenangan kepada 
penghuninya setelah seharian bergulat dengan aneka problem di luar rumah. 




tenang tidak terganggu bukan saja oleh binatang buas, tetapi juga oleh pengunjung 
yang masuk tanpa izin (Quraish, 2002). 
Berdasarkan profil kawasan permukiman kumuh perkotaan Kabupaten 
Pangkep teridentifikasi kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pangkep 
sebanyak 9 lokasi kawasan kumuh dengan luas kawasan kumuh sekitar 46.3 Ha. 
Umumnya permukiman kumuh berada di wilayah perkotaan. Lokasi kawasan 
permukiman kumuh kota pangkajene yaitu, turun pisu pabuukang, padae bulu 
bulu sibatua, lette, paddoangan-doangan, tekolabbua, Tumampua, biraeng, bonto 
labbere dan bonto perak.  Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan 
ketersediaan dan buruknya infrastruktur yang kurang memadai seperti tempat 
sampah, jaringan drainase, air limbah, air bersih, jalan yang sempit serta jaringan 
jalan yang di perkeras (rusak) dsb. 
Permasalahan di Kota Pangkaje Kabupaten Pangkep terkait ketersediaan 
infrastruktur yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan, Kekumuhan di lokasi 
penelitian menggambarkan kondisi pembangunan infrastruktur yang belum 
memadai sehingga terjadi kumuh.Dari kondisi tersebut dimana pertumbuhan 
kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Pangkep secara umum terdapat di 
Kota Pangkajene, maka di butuhkan kajian terhadap “Studi Ketersediaan dan 








B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan 
masalah, yaitu : 
1. Bagaimana tingkat ketersedian infrastruktur pada kawasan permukiman 
kumuh Kota Pangkajene ? 
2. Bagaimana kebutuhan infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh 
Kota Pangkajene ? 
C. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 
a. Untuk mengetahui ketersedian infrastruktur pada kawasan 
permukiman kumuh Kota Pangkajene. 
b. Untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur pada kawasan permukiman 
kumuh di Kota Pangkajene. 
2. Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk : 
a. Sebagai bahan masukan dan acuan bagi pemerintah Kabupaten 
Pangkep dalam proses pembangunan dan pengembangan Kota. 
b. Bagi perencana, pengelola dan penentu kebijakan pembangunan kota, 
menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan, tentang  
tingkat  ketersediaan dan kebutuhan infrastruktur kawasan 
permukiman kumuh. 
D. Ruang Lingkup Penelitian 
Untuk lebih memfokuskan pembahasan pada penulisan ini, maka penulis 




1. Mengemukakan tingkat ketersediaan prasarana pada kawasan 
permukiman kumuh di Kota Pangkajene Kabuapten Pangkep 
2. Menguraikan kondisi prasarana pada kawasan permukiman kumuh di 
Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep 
3. Menguraikan kebutuhan prasarana pada kawasan permukiman kumuh di 
Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep. 
4. Mengemukakan standar-standar pelayanan kebutuhan sarana dan 
prasarana pada kawasan permukiman kumuh di Kota Pangkajene. 
E. Sistematika Pembahasan 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas pengertian infrastruktur, infrastruktur 
permukiman perkotaan, pengertian kawasan permukiman 
kumuh, dimensi permukiman kumuh, pertumbuhan 
permukiman kumuh, sebab dan proses terbentuknya 
permukiman kumuh, standar pelayanan minimum 
infrastruktur permukiman kumuh , kerangka pikir. 
BAB III  : METODOLIGI PENELITIAN 
Pada bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian 




lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, populasi dan sampel,  variabel 
penelitian, teknik analisis data, definisi operasional. 
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah : 
meliputi gambaran umum wilayah kabupaten pangkep, 
gambaran umum wilayah kota pangkajene kabupaten 
pangkep, profil kumuh, kawasan permukiman kumuh 
kabupaten Pangkep, kawasan permukiman kumuh kota 
pangkajene kabupaten Pangkep, ketersediaan infrastruktur 
prasarana, kebutuhan infrastruktur prasarana, kajian islam 
tentang infrastruktur kawasan permukiman yang terkait 
dalam al-qu’an. 
BAB VI  : PENUTUP 









A. Pengertian Infrastruktur 
Infrastruktur Adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau 
dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemeritahan dalam 
penyediaan air bersih, tenagah listrik, pembuangan limbah, transportasi dan 
pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial 
(Kodoatie, 2005 : 8). 
Infrastruktur adalah banguna atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-
peralatan dan intalasi-intalasi yang dibangun dan di butuhkan untuk mendukung 
berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, Infrastruktur adalah utilitas umum yaitu kelengkapan 
penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, seperti jaringan transportasi, 
jaringa air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan pemadam 
kebakaran. Utilitas umum ini membutuhkan pengelolaan secara berkelanjutan dan 
profesional oleh bdan usaha agar dapat memberikan pelayanan yang memadai 
kepada masyarakat. Infrastruktur permukiman adalah kelengkapan dasar fisik 
lingkungan huniang yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat 
tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman dimana kelengkapan dasr fisik ini 





1. Jaringan jalan untuk mobilitas manusia dan angkutan barang, mencegah 
perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang 
teratur. 
2. Jaringan pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk 
kesehatan lingkungan. 
3. Jaringan saluran air hujan untuk pematusan (drainase) dan pencegahan 
banjir setempat. 
4. Jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan minimal air minum pada 
kawasan permukiman. 
5. Sistem persampahan unutk menunjang kesehatan lingkungan perumahan 
yang sehat dan bersih dilengkapi dengan sistem pengelolaan sampah yang 
memadai, yaitu sistem pengelolaan yang aman, nyaman dan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar 
fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi 
sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar 
perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya berunjuk kepada 
hal infrastruktur teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktur seperti 
fasilitas antar lain dapat berupa jalan, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, 
pengelolaan limbah, listrik, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional. 
Infrastruktur selain fasilitas akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktifitas 




bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke 
pabrik kemudian untuk distrubis ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. 
B. Infrastruktur Permukiman Perkotaan 
Infrastruktur (perkotaan) adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, 
peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk 
mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat (Adisasmita, 2012). Infrastruktur merupakan aset fisik yang dirancang 
dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat. 
Elemen dasar lingkungan perumahan menurut Direktorat Jenderal Cipta 
Karya Kementerian Pekerjaan Umum, secara garis besar dapat dikelompokkan 
dalam infrastruktur fisik, antara lain: 
a. Jaringan jalan  
Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi 
bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di 
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas 
permukaan air. 
b. Sistem drainase 
Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian 
bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang 
kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat 





c. Jaringan air bersih  
Air merupakan kebutuhan mutlak yang diperlukan oleh manusia, 
dan kehidupan biota lainnya di bumi.. 
Sumber air bersih dari mata air yaitu air yang keluar dari dalam 
tanah, contohnya air yang berasal dari mata air dipengunungan. Air 
danau atau air tadah hujan yaitu air yang ditampung dan diolah sebagai 
air minum. Pengolahan ini dilakukan oleh PDAM. Air dalam tanah , 
baik dangkal maupun dalam (yang memerlukan ijin pengeboran dari 
pemda setempat). 
Macam-macam sumur yang dapat mendaptkan air dalam tanah: 
(Mutmainnah, 2013:17). 
1) Sumur pompa / galian = 5-15 m 
2) Sumur pompa dengan mesin = 15-40 m 
3) Sumur pompa dengan mesin / semi deep weel = 50-100 m 
4) Sumur pompa dalam / deep weel = kedalaman > 100 m 
Mengingat betapa pentingnya air bersih untuk kebutuhan 
manusia, maka kualitas air tersebut harus memenuhi persyaratan 
peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Menkes/PER/IX/1990, yaitu: 
1) Syarat fisik: air harus bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, 
tidak berbau dan tidak berasa, suhu antara 10°-25° C (sejuk).  
2) Syarat kimiawi: tidak mengandung bahan kimiawi yang 
mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang 




3) Syarat bakteriologi: tidak mengandung kuman-kuman penyakit 
seperti disentri, kolera dan bakteri patogen penyebab penyakit. 
Pentingnya pemanfaatan air bersih bagi kehidupan manusia 
dan mahluk lainnya sebagaimana firman Allah swt, dijelaskan 
dalam QS Al-Hijr/15:22 di bawah ini: 
                                 
       
Terjemahnya : 
“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan 
(tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, 
lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali 
bukanlah kamu yang menyimpannya”. (Kementrian Agama 
RI, 1433 H/2012 M). 
 
Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah makna dari ayat tersebut, 
Allah swt berfirman: “Dan Kami telah meniupkan angin untuk 
mengawinkan butir-butir awan maka dari hasil perkawinan itu 
Kami menurunkan dari langit air, yakni hujan, lalu Kami beri 
kamu minum dengannya, yakni dengan air itu, dan sekali-kali 
bukanlah kamu yang menyimpannya” 
Firman-Nya: ( ه ومكنيقس اف)  kami beri kamu minum dengannya 
menunjukkan bahwa demikian kuasa Allah swt. sehingga segala 
sesuatu terpulang kepada-Nya, walau dalam hal meneguk air dan 
menciptakan air dapat diminum manusia, semua itu adalah kuasa 
dan wewenang-Nya sehingga sebenarnya, hai manusia, bahkan 




jika Dia menghalangi air atau menjadikan semua air asin, niscaya 
kamu semua tidak dapat bertahan hidup.   
Firman-Nya: (نين زخب ول متنا مو)  wa ma antum lahu bikhazinin/ 
dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya dapat berarti 
bahwa tempat penyimpanan hujan di langit dalam kekuasaan 
menciptakan air hujan, mengelola turunnya serta kadar air yang 
turun bukanlah berada dalam  wewenang manusia. (Quraish, 
2002). 
Kebutuhan air yang dimaksud adalah kebutuhan air yang 
digunakan untuk menunjang segala kegiatan manusia, meliputi 
kebutuhan untuk rumah tangga (domestik) dan non rumah tangga 
(Non Domestik). 
d. Pengelolaan sampah 
Pembahasan pengelolaan sampah tentu tidak terlepas dari dari 
kebersihan, makna dari hidup bersih mencakup banyak hal diantaranya 
jasmaniah dan rohaniah, fisik dan mental yang sehat, serta lingkungan 
yang nyaman dan menyenangkan. 
Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang berasal dari zat 
organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus 
dikelola agar tidak menganggu lingkungan. 
Sampah adalah segalah sesuatu yang tidak lagi di kehendaki oleh 
yang punya dan bersifat padat. Sampah ini juga mudah membusuk dan 




zat-zat organik seperti sisa makanan, sedangkan yang tidak mudah 
membusuk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam dan sebagainya. 
(Juli Soemirat Slamet, 1994).  
Kebersihan membawah banyak manfaat bagi kehidupan manusia. 
Sebaliknya, kotor dan jorok akan membawa banyak akibat buruk 
kehidupan. Orang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat 
(lingkungan) akan dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, kalau 
orang menganggap remeh masalah kebersihan, maka akan merasa 
terganggu baik oleh penyakit maupun akibat buruk lainnya seperti polusi 
udara, pencemaran air dan banjir. Rasulullah saw, melalui berbagai 
hadistnya mengajarkan agar umat islam menjadi pelopor dalam hal 
menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, pakean, maupun 
lingkungan. Rasulullah saw bersabda : 
Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari 
Rasulullah saw “ sesungguhnya Allah swt itu suci  yang menyukai hal-
hal suci, dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, dia Maha Mulia 
yang menyukai kemuliaan, dia Maha Indah yang menyukai keindahan, 
karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”. (HR. Tirmidzi). 
Hadist diatas menjelaskan tentang pentingnya menjaga 
kebersihan, kesucian dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai 
oleh Allah swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah swt, 
maka tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan 




dan tidak indah, itu tidak disukai oleh Allah swt. Sebagai hamba yang 
taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh 
Allah swt (Ummi, 2016). 
Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat 
dimlai dari diri kita sendiri di lingkungan keluarga, masyarakat atau 
lingkungan sekitar kita. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan 
keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman. 
e. Pengolahan air limbah  
Kriteria air limbah domestik yang berasal dari pusat permukiman 
dan non permukiman antara lain:  
1) Air mandi, air cucian, air dapur merupakan air limbah grey water; 
dan  
2) Air jamban/ water closet (WC) merupakan air limbah black water 
(Adisasmita, 2012).  
C. Pengertian Kawasan  Permukiman Kumuh 
Masrun (2009) memaparkan bahwa permukiman kumuh mengacu pada 
aspek lingkungan hunian atau komunitas. Permukiman kumuh dapat diartikan 
sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas 
atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang 
tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya, bahkan dapat 
pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam lingkungan yang 
sangat membahanyakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman kumuh 




memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan, 
drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka / rekreasi, fasilitas 
pelayanan kesehatan dan perbelanjaan. 
Khomarudin (1997) lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan 
sebagai berikut :  
1. Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha),  
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah,  
3. Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar, 
4. Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan        
kesehatan, 
5. Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diatur 
perundang -  undangan yang berlaku 
Kawasan permukiman Kumuh adalah Kawasan dimana rumah dan 
kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun 
sarana dan prasarana yang tidak ada sesuai dengan standar yang berlaku, baik 
standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan 
sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, 
ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Kurniasih, 2007). 
Permukiman kumuh pada dasarnya memiliki kesan yang sama yaitu 
“ketindak-nyamanan” hal ini terlihat dari ketidaknyamanan terhadap udara yang 
ada (baik sirkulasi, dan polusi), ketidaknyamanan terhadap lingkungan 
(Kebersihan, kesehatan lingkungan), ketidaknyamanan terhadap bangunan hunian 




ketersediaan infrastruktur ( air bersih, listrik, sanitasi, dll), dan ketidaknyamanan 
lainnya. Pada dasarnya Kata kumuh selalu di konotasikan dengan suatu hal yang 
bersifat negatif dan kurang baik. Kondisi kekumuhan pada dasarnya memiliki ciri 
yang sama, yang membedakan hanya lokasinya. Kawasan permukiman kumuh 
merupakan masalah yang di hadapi oleh hampir semua kota-kota besar di 
Indonesia dan bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah 
tentang kawasan permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, 
pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial-ekonomi budaya komunitas yang 
bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi 
tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang 
sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan 
tidak di perkeras , sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum 
di kelola dengan baik (Putro, 2011). 
D. Dimensi Permukiman Kumuh 
Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek 
penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana 
dasar, yang terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baik 
dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem 
kota. Oleh karena itu permukiman kumuh harus senantiasa dipandang secara utuh 
dan intégral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman  
kumuh yang senantiasa harus mendapat perhatian serius (Suparno, 2006) adalah; 




Permasalahan sosial ekonomi, Permasalahan sosial budaya, Permasalahan Tata 
Ruang Kota, Permasalahan Aksesibilitas. 
E. Pertumbuhan  Permukiman Kumuh 
Penyebab tumbuhnya permukiman kumuh dikawasan perkotan, menurut 
Mulyawan (2010), seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, 
maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan 
meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. 
Selanjutnya pemenuhan akan kebuthan prasarana dan sarana permukiman baik 
dari segi permukiman maupun lingkungan permukiman yang terjangkau akan 
layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri 
maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana 
lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya 
memberikan konstribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh. Akibat makin 
banyaknya permukiman kumuh dan liar yang pada gilirannya akan menjadi berat 
bagi pemerintah kota untuk menanganinya. 
Faktor-faktor utama penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah, 
adalah (sadyohutomo. Dalam Gusmaini, 2010): 
1. Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat   
pendapatan yang cukup. 
2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun 
prasarana kota, terutama jalan, pada daerah perkembangan permukiman baru. 
Tingginya pertumbuhan aktivitas dan jumlah penduduk perkotaan, 




sebagian tempat masyarakat memecah bidang tanah dan membangun permukiman 
secara swadaya. Proses pembangunan secara swadaya oleh masyarakat pada 
umumnya terlaksana tanpa perencanaan. Akibatnya, sebagian dari wilayah kota 
terbagi ke dalam kaveling-kaveling yang tidak beraturan bentuknya. 
Lambatnya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan menyebabkan 
sebagian lahan permukiman di kota terbangun tanpa dilengkapi prasarana dan 
sarana lingkungan yang memadai. Secara umum, terdapat delapan faktor yang 
dipandang sebagai peyebab terjadinya kekumuhan, yaitu: 
1. Tingkat penghasilan 
2. Status kepemilikan lahan  
3. Lama tinggal 
4. Jumlah penghuni 
5. Luas lahan 
6. Ketersediaan sarana & prasarana lingkungan 
7. Kepadatan penduduk 
8. jenis bangunan & bahan bangunan 
Gambaran lingkungan kumuh, (Khomarudin,1997) adalah sebagai 
berikut :  
1. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya 
berdesakan,  
2. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni,  
3. Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan,  




5. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan,  
6. Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan),  
7. Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan),  
8. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non-formal,  
9. Pendidikan masyarakat rendah.  
Menurut Sinulingga (2005) ciri-ciri kampung/permukiman kumuh terdiri 
dari : 
1. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli 
perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah 
mencapai 80 jiwa/Ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara 
perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan 
fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.  
2. Jalan-jalan sempit dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena 
sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap 
rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.  
3. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan- 
jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah 
akan tergenang oleh air.  
4. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya  
yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah.  
5. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur  




6. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada umunya 
tidak permanen dan malahan banyak sangat darurat.  
7. Pemilikan hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih       
merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.  
F. Sebab dan Proses Terbentuknya permukiman Kumuh 
1. Sebab Terbentuknya Permukiman Kumuh 
Permukiman yang diharapkan tertata rapi dan mempunyai saran, 
prasarana, utilitas umum. Faktor penyebab permukiman kumuh diantaranya 
sebagai berikut : 
a. Kepadatan permukiman yang tinggi 
b. Fasilitas drainase sangat tidak memadai 
c. Pemilik hak terhadap lahan sering tidak legal 
d. Ketidak sesuaian supply dan demand sarana prasarana 
e. Jaringan air bersih, listrik, pembuangan air kotor tidak memadai 
f. Tata banguna tidak teratur, dan umumnya bangunan semi permanen 
g. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan 
penyediaan sarana dan prasarana permukiman 
h. Kondisi jalan yang sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 
empat, cenderung berupa jalan tanah 
i. Perpindahan penduduk terkait erat dengan kegiatan ekonomi serta 
pembangunan sarana dan prasarana yang masih terpusat diperkotaan. 
Dalam perkembangan suatu kota sangat erat kaitannya dengan mobilitas 




dari pusat kota, sebaliknya bagi masyarakat yang kurang mampu akan cenderung 
memilih tempat tinggal di pusat kota khusus kelompok masyarakat urbanisasi 
yang ingin mencari pekerjaan dikota. Tidak tersedianya fasilitas perumahan yang 
terjangkau oleh kantong masyarakat yang kurang mampu serta kebutuhan akan 
akses ke tempat usaha menjadi penyabab timbulnya lingkungan kumuh di 
perkotaan. 
2. Proses Terbentuknya Permukiman Kumuh 
Dibangunnya perumahan oleh sektor  non-formal, baik secara perorangan 
maupun dibangun oleh orang lain dapat mengakibatkan munculnya lingkungan 
perumahan kumuh, padat, tidak teratur dan tidak memiliki prasarana dan sarana 
lingkungan yang memenuhi standar teknis dan kesehatan. 
3. Ciri-ciri daerah kumuh antara lain : 
a. Dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel, baik karena 
pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya 
urbanisasi. 
b. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau 
berproduksi subsisten yang hidup di bawah garis kemiskinan.  
c. Rumah-rumah yang ada di daerah ini merupakan rumah darurat yang 
terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak.  
d. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh 
lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular.  




f.  Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya 
pun tidak teratur dan tidak terurus; jalan yang sempit, halaman tidak 
ada, dsb. 
g.  Kuatnya gaya hidup “pedesaan” yang masih tradisional. Secara sosial 
terisolasi dari pemukiman lapisan masyarakat lainnya.  
h. Ditempati secara ilegal atau status hukum tanah yang tidak jelas ( 
bermasalah ).  
i. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak 
kriminal.  
Permukiman kumuh dipilah atas tiga macam berdasarkan asal atau 
proses terjadinya, yaitu (Sutanto, 1995):  
1) Kumuh bangunan (created), daerah hunian masyarakat ekonomi 
lemah dengan ciri fisik :  
a. Bangunan mudah dipindah,  
b. Dibangun dengan bahan seadanya, 
c. Sebagian besar dibangun sendiri oleh penghuni (kumuh sejak 
awal). 
2) Kumuh turunan (generated);  
a. Rumah – rumah yang semula dibanguan dengan ijin, pada bagian 
kota yang lama, kondisinya semakin memburuk sehingga menjadi 
rumah kumuh,  
b. Desa lama yang terkepung oleh pemekaran kota yang cepat, 




3) Kumuh dalam proyek perumahan (in project housing);  
a. Kelompok proyek perumahan yang disediakan oleh badan 
pemerintah bagi masyarakat ekonomi lemah,  
b. Rumah – rumah diperluas sendiri oleh penghuni dengan 
pemeliharaan sangat jelek yang mengakibatkan kemerosotan jasa 
prasarana.  
Adapun ciri-ciri kawasan permukiman kumuh dapat tercermin dari :  
a. Penampilan fisik bangunannya yang makin kontruksi, yaitu banyaknya 
bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta nampak tak terurus 
maupun tanpa perawatan,  
b. Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka, 
biasanya masyarakat kawasan kumuh berpenghasilan rendah,  
c. Kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat tidak adanya jarak 
antara bangunan maupun siteplan yang tidak terencana,  
d. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen,  
e. Sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik,  
f. Kondisi sosial yang tidak dapat baik dilihat dengan banyaknya tindakan 
kejahatan maupun kriminal,  
g. Banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan 
menyewah rumah.  
4. Masalah Akibat Permukiman Kumuh 
Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman 




a. Ukuran banguna yang sangat sempit dan tidak memenuhi standar untuk 
bangunan layak huni 
b. Rumah yang berhempitan satu sama lain membuat wilayah permukiman 
rawan akan bahaya kebakaran 
c. Sarana jalan yang sempit dan tidak memadai 
d. Tidak tersedianya jaringan drainase  
e. Kurang suplai air bersih 
f. Jaringan listrik yang semrawut 
g. Fasilitas MCK yang tidak memadai 
G. Standar Pelayanan Minimum Infrastruktur  
1. Jaringan Jalan 





Cakupan Tingkat Pelayanan 
1 2 3 4 
1. Jalan Panjang 40-60 m/Ha dengan 
Lebar 2-5 m 
Kecepatan rata-rata 
15 s.d 20 km/jam 
Sumber : Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Kemen PU Tahun 2014. 
Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa standar 
pelayanan pada jalan dengan Panjang 40-60 m/Ha dan Lebar 2-5 m 
dengan Kecepatan rata-rata 15 s.d 20 km/jam. 
2. Jaringan Air Bersih 





Cakupan Tingkat Pelayanan 




Setiap 1 jiwa membutuhkan 
60 liter/hari 
Tersedia layanan pipa 
PDAM 




Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa satandar 
pelayanan minimal (SPM) jaringan air bersih untuk Rumah Tangga Setiap 
1 jiwa membutuhkan 60 liter/hari dengan 1 jiwa terlayani 60 liter/hari. 
3. Jaringan Drainase 





Cakupan Tingkat Pelayanan 
1 2 3 4 
 1. Jaringan 
Drainase 
 Saluran primer/makro 




penanganan >10 ha, 
 Saluran sekunder untuk 
penanganan genangan >10 
Ha. 
 Saluran Tersier, untuk 
penanganan genangan <10 
Ha. 
 Tidak terjadi lagi 
genangan banjir bila 
terjadi genangan; 
tinggi genangan rata 
rata<30 cm, lama 
genangan < 2jam.  
Frekwensi kejadian 
banjir < 2 kalisetahun  
Sumber : Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Kemen PU Tahun 2014. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa standar pelayanan 
minimum (SPM) untuk mengetahui ketersediaan jaringan drainase maka 
dilakukan penjumlahan antara  jaringan jalan yang ada  dengan jaringan 
drainase. 
4. Pengelolaan Air Limbah 





Cakupan Tingkat Pelayanan 
1 2 3 4 
1. Rumah Tangga 1) Setiap 1 rumah 
membutuhkan 1 
kakus 
2) Untuk 1 MCK 
Umum 









Cakupan Tingkat Pelayanan 
membutuhkan 25 
KK 
Sumber : Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Kemen PU Tahun 2014. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa standar pelayanan 
minimum (SPM) pengelolaan air limbah untuk 1 rumah membutuhkan 
unit 1 kakus,  jumlah rumah dimana untuk 1 MCK umum dapat melayani 25 
KK, dengan masing-masing memiliki tingkat pelayanan berupa toilet 
RT/Jamban/MCK maupun saptik tank 
5. Jaringan Persampahan 





Cakupan Tingkat Pelayanan 
1 2 3 4 
1. Rumah Tangga Timbulan sampah 
perorang yaitu 2,9 
liter/hari atau 11,6 
liter/KK. 
• 1 unit bak sampah melayani 
40liter/150KK 
 1 unit gerobak sampah 
melayani1000liter/200 KK   
 1 unit kontainer melayani  
8000liter/1000KK 
Sumber : Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Kemen PU Tahun 2014. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa standar pelayanan 
minimum (SPM) jaringan persampahan untuk Rumah Tangga timbulan 
sampah perorang yaitu 2,9 liter/hari atau 11,6 liter/KK, 1 unit tong sampah 
melayani 40liter/150KK 1 unit gerobak sampah melayani 1000 liter/200. 
Kuantitas sampah yang dihasilkanakan dikumpulkan ataupun 





a. Gerobak 1 M2 untuk 200 KK. 
b. Tempat pembuangan sementara (TPS) untuk 150 KK. 






H. Kerangka Pikir Penelitian 
 
I.  
SK Bupati Pangkep No. 489 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh 
Kota Pangkajenen Kabupaten Pangkep, maka 
terdapat 9 (sembilan) kawasan dengan total luas 46,3 
ha yang tersebar pada 2 (dua) kecamatan, yaitu 
Kecamatan  Minasa Te’ne, dan Kecamatan 
Pangkajene. 
Sasaran : 
1. Bagaimana tingkat ketersedian infrastruktur pada kawasan 
permukiman kumuh Kota Pangkajene ?  
2. Bagaimana kebutuhan infrastruktur pada kawasan permukiman 





1. Untuk mengetahui ketersedian infrastruktur pada kawasan 
permukiman kumuh Kota Pangkajene. 
2. Untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur kawasan permukiman 
kumuh di Kota Pangkajene. 
Kesimpulan 
Metode Penelitian: 
Analisis Kuantitaif (Pembobotan terhadap SPM) 
Deskriptif Kuantitatif dengan pendekatan SPM 
 
Tinjauan Pustaka : 
1. Teori Infrastruktur 
2. Teori Permukiman Kumuh 
3. SPM, (Bidang Penataan Ruang dan Permukiman Kemen PU 2014) 
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
88 Tahun 2014 tentang Pembinaan 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. 
Gambar 2.1  Kerangka Pikir 
Penelitian : 
Studi Ketersediaan dan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Kumuh Kota Pangkajene Kab. Pangkep 
1. Teori Infrastruktur 
2. Teori Permukiman Kumuh 
 
Variabel: 
Jaringan Jalan, Air Bersih, Drainase, Air Limbah, Persampahan. 
 
 






A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Berdasarkan SK Bupati Pangkejene dan Kepulauan No. 489 Tahun 2016 
tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan, maka ada 9 (Sembilan) lokasi penelitian di kawasan perkotaan 
Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, 
1. Kawasan Kumuh Kamp Lette Kec. Pangkajene, 
2. Kawasan Kumuh Kamp Bonto Perak Kec. Pangkajene, 
3. Kawasan Kumuh Kamp Padadae Bulu Bulu Kec. Minasate’ne, 
4. Kawasan Kumuh Kamp Tumampua Kamp Tumampua Kec. Pangkajene, 
5. Kawasan Kumuh Kamp Tekolabbua Kec Pangkajene, 
6. Kawasan Kumuh Kamp Padoang-doangan Kec. Pangkajene, 
7. Kawasan Kumuh Biraeng Kec. Minasate’ne, 
8. Kawasan Kumuh Bonto Labbere Pabundukang Kec. Pangkajene, 
9. Kawasan Kumuh Kamp Tekolabbua Kec. Pangkajene. 
Waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yang dimulai dari bulan 
Mei hingga bulan Agustus 2017. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif 
dan data kuantitatif, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
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a. Data Kualitatif, yaitu data yang yang bukan berbentuk angka atau 
menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi penelitian secara umum. 
Adapun jenis data tersebut meliputi kondisi , batas dan ruang lingkup, 
kondisi pesebaran prasarana dan lain-lain. 
b. Data Kuantitatif, yaitu data yang menjelaskan kondisi-kondisi lokasi 
penelitian dengan tabulasi angka-angka yang dapat dikalkulasikan 
untuk mengetahui nilai yang diinginkan. Adapun jenis data yang 
dimaksud adalah luas wilayah penelitian, data penduduk, prasarana 
serta data-data yang berhubungan dengan penelitian. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini anatar lain : 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi di 
lapangan. Berupa kondisi prasarana dan identifikasi masalah pada 
kawasan permukiman kumuh di Kotan Pangkajene Kabupaten Pangkep. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui instansi-instansi 
terkait baik dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif. Terkait seperti; 
Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Geografi wilayah, pola 
pemanfaatan lahan, kebijakan pembangunan dan infrastruktur), Badan 
Pusat Statistik (Kependudukan), Dinas Prasarana Daerah dan Kantor 
Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai sumber data diatas, maka 
metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 
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1. Observasi Lapangan : Observasi lapangan yaitu pengumpulan data 
dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi 
yang berada di lokasi penelitian. 
2. Wawancara : Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi 
verbal semacam percakapan bertujuan untuk memperoleh informasi. 
Wawancara dengan masyarakat setempat untuk memperoleh data yang 
bersifat fisik dan non fisik historical yang dialami masyarakat. 
3. Observasi pada instansi terkait : salah satu teknik pengumpulan data 
melalui pengamatan pada instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif 
dan kualitatif objek penelitian. 
D. Variabel Penelitian 
Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 
dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif (Sudjana, 1981).  Variabel 
dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang 
dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel 
penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Jaringan Jalan  
2. Jaringan Air Bersih   
3. Jaringan Drainase 
4. Penggelolaan Air Limbah 
5. Sistem  persampahan 
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E. Teknik Analisis Data 
Sesuai dengan tujuan yang dinginkan dicapai dari penelitian ini, maka 
metode analisis yang akan digunakan yaitu : 
1. Analisis Kuantitatif 
Untuk menjelaskan kondisi ketersediaan dan kebutuhan prasarana 
kawasan permukiman kumuh pada lokasi penelitian, maka pendekatan 
yang dilakukan adalah membandingkan ketersediaan prasarana dengan 
standar pelayanan minimum dan untuk mendapatkan penilaian dengan 
memberi bobot pada masing-masing indikator prasarana. Adapun kriteria 
metode untuk standar skoring yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1  
sebagai berikut: 
Tabel 3.1 Penilaian Skoring Infrastuktur  
No. Nilai Skor Persentase (%) 
Kategori 
1 2 3 
4 
1. 5 66,7 – 100 Tinggi 
2. 3 33,4 – 66,6 Sedang 
3. 
1 0 - 33,33 
Rendah 
Sumber : A.Sri Mangindara Syahrir 2011 (Hasil Medifikasi Penulis) 
Adapun kriteria untuk penentuan nilai skoring masing-masing dari 
pernyataan responden digunakan pedoman sebagai berikut : 
a. Indikator Jalan 
Sasaran pembobotan ketersediaan, kondisi, dan pemanfaatan jalan 
adalah berdasarkan Norma Pedoman Prosedur Manual tentang Jalan. 
1) Panjang dan  lebar  jalan Primer sesuai dengan klasifikasinya, diukur 
dengan  kategori : 
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a) Skor 5 apabila 70% - 100% sesuai dengan standar  panjang jalan 
b) Skor 3 apabila 40% – 69,99% sesuai dengan standar panjang jalan 
c) Skor 1 apabila 0% - 39,99% tidak sesuai dengan standar panjang 
jalan. 
2) Panjang dan  lebar  jalan Lingkungan sesuai dengan klasifikasinya, 
diukur dengan  kategori : 
d) Skor 5 apabila 70% - 100% sesuai dengan standar  panjang jalan 
e) Skor 3 apabila 40% – 69,99% sesuai dengan standar panjang jalan 
f) Skor 1 apabila 0% - 39,99% tidak sesuai dengan standar panjang 
jalan. 
b. Indikator Ketersediaan Air Bersih 
Pembobotan kondisi air bersih dilakukan berdasarkan kondisi 
jumlah rumah penduduk di kawasan permukiman yang sudah memperoleh 
aliran air dari sistem penyediaan air bersih berdasarkan Norma Standar 
pelayanan minimu  tentang Air Bersih 
1) Layanan pipa PDAM per unit rumah 
a) Skor 5 jika 70% - 100% KK terlayani pipa PDAM dari total KK di 
Lokasi penelitian 
b) Skor 3 jika terlayani pipa PDAM di kisaran 40% – 69,99%. 
c) Skor 1 jika 0% - 39,99% terlayani pipa PDAM dari total KK di 
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c. Indikator Jaringan Drainase 
Metode pembobotan prasarana persampahan berdasarkan Norma 
Standar Prosedur Manual tentang Drainase adalah sebagai berikut : 
1) Ketersediaan Jaringan Drainase diukur dengan kategori : 
a) Skor 5 ,jika ketersediaan jaringan drainase dikisaran 70 %- 100 % . 
b) Skor 3, jika ketersediaan jaringan drainase dikisaran 40 % - 69 %  
c) Skor 1 ,  jika ketersediaan jaringan drainase dikisaran 0 % - 39,99%  
d. Indikator Pengelolaan Air Limbah 
Metode pembobotan pengelolaan air limbah berdasarkan Norma 
Standar Prosedur Manual tentang pengelolaan air limbah adalah sebagai 
berikut : 
2) Kepemilikan Kakus/MCK diukur dengan kategori : 
d) Skor 5 ,jika ketersediaan Kakus/MCK dikisaran 70 %- 100 % . 
e) Skor 3, jika ketersediaan Kakus/MCK dikisaran 40 % - 69 %  
f) Skor 1 ,  jika ketersediaan Kakus/MCK dikisaran 0 % - 39,99%  
e. Indikator Sistem persampahan 
Metode pembobotan sistem persampahan berdasarkan Norma 
Standar Prosedur Manual tentang Persampahan adalah sebagai berikut : 
1) Jumlah tong sampah kawasan permukiman 
a) Skor 5 jika jumlah tong sampah kawasan permukiman dikisaran  
70% - 100%. 
b) Skor 3 jika jumlah tong sampah kawasan pemukiman dikisaran 40 
% – 69,99%. 
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c) Skor 1 jika jumlah tong sampah kawasan permukiman dikisaran 
0% - 39,99%. 
2) Jumlah TPS persampahan kawasan permukiman 
a) Skor 5 jika jumlah volume sampah kawasan permukiman dikisaran  
70% - 100%  
b) Skor 3 jika jumlah volume sampah kawasan permukiman dikisaran 
40 % – 69,99%. 
c) Skor 1 jika jumlah volume sampah kawasan permukiman dikisaran 
0% - 39,99%. 
3) Jumlah gerobak sampah pada permukiman 
a) Skor 5 jika jumlah gerobak sampah kawasan permukiman dikisaran  
70% - 100%  
b) Skor 3 jika jumlah gerobak sampah kawasan permukiman dikisaran 
40 % – 69,99%. 
c) Skor 1 jika jumlah gerobak  sampah kawasan permukiman 
dikisaran 0% - 39,99%. 
2. Analisis Deskriptif 
Dalam penelitian ini salah satu teknik yang digunakan adalah teknik 
analisi deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif, yaitu penelitian yang 
berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa kebutuhan 
infrkastruktur pada kawasan permukiman kumuh di kota Pangkajene 
Kabupaten Pangkep. data didapatkan dari hasil tingkat ketersedian 
infrakstruktur, serta hasil wawancara secara langsung dan mendalam, 
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proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan 
keinginan masyarakat dan stakeholder yang lain dalam rangka merespon 
penataan dan pengembangan kawasan penelitian. Dalam menunjang 
analisis deskriptif-kualitatif ini terdapat beberapa bagian analisis deskriptif 
yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisa 
rumusan masalah yaitu deskriptif mengenai hasil analisisis kebutuhan 
infrakstruktur pada kawasan penelitian (Agung, 2004). 
F. Definisi Operasional 
Sebelum Melakukan Studi, terlebih dahulu disusun definisi operasional 
yang digunakan dalam studi. Beberapa istilah tersebut yaitu : 
1. Infrastruktur adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-
peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk 
mendukung berfungsinya suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat. 
2. Prasarana (infrastruktur) merupakan bangunan-bangunan yang mutlak 
diperlukan oleh masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi seperti 
jaringan jalan,  air bersih, drainase, pengelolaan limbah, persampahan, 
utilitas, dsb. 
3. Ketersedian Infrastruktur yaitu tersedianya suatu sarana dan prasarana 
yang ada secara langsung (Eksisting). 
4. Kebutuhan adalah suatu tingkat minimum yang harus dipenuhi sebagai 
syarat bagi individu atau masyarakat untuk hidup secara layak. 
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5. Kawasan permukiman kumuh adalah kondisi perumahan dan 
lingkungannya dalam keadaan buruk yang tidak di lengkapi dengan sarana 
dan prasarana, serta keadaan sosial ekonomi penduduknya sangat rendah. 
6. Jalan merupakan prasarana perhubungan dari dan kesuatu lokasi 
permukiman. 
7. Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air 
yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari 
suatu kawasan atau lahan. 
8. Air Bersih yaitu air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar 
mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sedangkan 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sistem 
fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. 
9. Sistem persampahan merupakan sistem pembuangan sampah yang berasal 
dari rumah tangga berupa tong/bak sampah yang kemudian diangkut 
sampai ke pembuangan akhir. 
10. Air limbah merupakan air buangan dari dapur atau limbah rumah tangga, 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Umum Wilayah  
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pangkep 
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merupakan salah 
satu wilayah otonom wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 
wilayah sebesar 12.311,43 Km² yang terdiri dari 898,29 Km² wilayah 
daratan dan 11.464,44 Km² wilayah kepulauan dan secara geografis 
wilayah, Kabupaten Pangkep terletak pada posisi 110°BT dan 4°.40’-
8°.00’ LS dengan batas wilayah administratif Kabupaten Pangkep adalah 
sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang 
struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten 
ini,  yaitu : 
1. Wilayah Daratan 
Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene 




dataran rendah sampai pegunungan, dimana potensi cukup besar juga 
terdapat pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
yaitu ditandai dengan terdapatnya Sumber daya alam berupa hasil 
tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disampingitu 
potensi pariwisata alam yang`mampu menambah pendapatan daerah. 
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Gambar 4.1 Peta administrasi kabupaten pangkep  
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Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan yaitu terdiri dari : Kecamatan 
Pangkajene, Kecamatan Balocci, Kecamatan Bungoro, Kecamatan 
Labakkang, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan 
Minasa Te’ne Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan 
Mandalle. 
2. Wilayah Kepulauan 
Wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan 
merupakan wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang 
sangat urgen untuk dibahas, wilayah kepulauan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang sangat 
besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk mendukung 
perkembangan wilayah Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan. 
Kecamatan yang terletak di wilayah Kepulauan Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan yaitu : Kec. Lk.Tuppabiring, Liukang 
Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan 
Liukang Tangayya. 
Berdasarkan hal tersebut, secara administrasi wilayah 
Kabupaten Pangkep meliputi 13 kecamatan dengan 103 




































1 2 3 4 5 6 
1 Liukang Tangaya 8 1 0 9 




8 1 0 9 
4 Liukang Tup. Utara 6 1 0 7 
5 Pangkajene 8 1 0 9 
6 Minasatene 7 1 0 8 
7 Balocci 4 1 0 5 
8 Tondong Tallasa 5 1 0 6 
9 Bungoro 7 1 0 8 
10 Labakkang 11 2 0 13 
11 Ma’rang 9 1 0 10 
12 Segeri 5 1 0 6 
13 Mandalle 5 1 0 6 
Jumlah 89 14 0 103 
Sumber : RDTR Kota Pangkajene Tahun 2013 
b. Aspek Prasarana Wilayah 
1. Transportasi 
Ketersediaan prasarana transportasi yang diuraikan adalah 
berupa transportasi jalan dan transportasi kereta api. Ketersediaan 
transportasi jalan yang dapat ditandai melalui oleh jaringan jalan dan 
ketersediaan terminal di wilayah Kabupaten Pangkep, dimana wilayah 
Kabupaten Pangkep merupakan wilayah yang dilalui oleh sistem 
jaringan jalan nasional, yakni jaringan jalan Trans Sulawesi. Kondisi 
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ini tentu saja akan mempengaruhi orientasi pergerakan dan 
perkembangan wilayah Kabupaten Pangkep, terutama pada wilayah 
kawasan perkotaan Kota Pangkajene. 
Pada tahun 2015, panjang jalan yang tersedia di wilayah 
Kabupaten Pangkep adalah 687,63 km yang terdiri atas jalan nasional 
94,02 % dan jalan kabupaten 5,98 km. Untuk jalan nasional memiliki 
konstruksi dari beton dan sebagian aspal yang terdiri atas dua jalur 
dengan median pembatas. Sedangkan jalan kabupaten dengan jenis 
konstruksi aspal mencapai 79,9% km, kerikil 4,4 %, dan tanah 4,52%. 
Adapun kondisi jalan kabupaten menurut kualitasnya memperlihatkan 
bahwa jalan dengan kondisi baik mencapai 45,83%, kondisi sedang 
47,71%, kondisi rusak 5,01%, dan rusak berat 0,44%. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan 4.10. 





2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Aspal 615,75 587,63 516,58 521,28 510,42 
2 Kerikil 41,66 29,85 28,44 29,93 27,93 
3 Tanah 30,22 29,22 29,22 23,67 23,67 
4 Lainnya 0 0 72,26 71,63 84,48 
Jumlah 646,50 646,50 646,50 646,50 646,50 




Tabel 4.3 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan Tahun 2010-2014 
(km) 
No Kondisi Jalan 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Baik 541,15 277,53 302,78 338,65 366,33 
2 Sedang 126,91 326,80 308,47 289,02 264,17 
3 Rusak 17,85 39,31 32,39 18,17 15,33 
4 Rusak Berat 1,72 2,86 2,86 0,67 0,67 
Jumlah 687,63 646,5 646,5 646,5 646,5 
Sumber : BPS Kabupaten Pangkep Tahun 2015 
2. Persampahan 
Pola penanganan sampah yang dilakukan di Kabupaten 
Pangkep saat ini sebagian besar adalah pola individual tidak langsung, 
dimana sampah dari masing-masing rumah tangga di kumpulkan lalu 
dibakar atau dibuang ke suatu tempat atau lubang. Sedangkan pola 
penanganan (mekanisme pengelolaan) sampah yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Pangkep adalah sampah dari Tempat 
Pembuangan Sementara (TPS) dan tong  sampah dibawa dengan 
Dump Truk ke tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sementara, 
khususnya pada wilayah perkotaan Kota Pangkajene. Untuk lokasi 
tempat pembuangan akhir (TPA) sampah berdasarkan RTRW 
Kabupaten Pangkep tahun 2011, berlokasi di Kelurahan Bontoa 
Kecamatan Minasa Te’ne dengan luas lahan 6 Ha. 
3. Air Bersih 
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah 
Kabupaten Pangkep, secara hidrologis terdapat sungai-sungai yang 
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menjadi sumber bahan baku air yang dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Potensi sungai tersebut seperti pada Sungai Ci’dokang di 
Kecamatan Minasa Te’ne, Sungai Tagari di Kecamatan Tondong 
Tallasa, Sungai Tombolo di Kecamatan Ma’rang, Sungai Senggerang 
di Kecamatan Balocci dan sungai-sungai lainnya sebagai sumber air 
baku. Guna memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, maka 
pengambilan air bersih sebagian besar masyarakat menggunakan air 
sumur tanah dangkal disamping diperoleh melalui jaringan pipa dari 
PDAM. 
4. Jaringan Listrik 
Penyediaan prasarana energi mempunyai tujuan penting 
dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat terhadap 
kebutuhan energi untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan 
perekonomian wilayah. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi 
listri di wilayah Kabupaten Pangkep telah dilayani oleh jaringan listrik 
tegangan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bentang jaringan tegangan 
tinggi (SUTT) yang melintasi wilayah Kabupaten Pangkep yang 
merupakan jalur SUTT yang bersumber dari pusat tenaga listrik PLTA 
Bakaru yang berada di Kabupaten Pinrang, PLTG/U Sengkang, PLTD 
Suppa di Kabupaten Pinrang dan PLTD interkoneksi yang tersebar di 
PLTD Palopo, PLTD Mamuju, PLTD Makale dan PLTD Masamba. 
Beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Pangkep yang dilalui 
jaringan SUTT Untuk Jaringan 70 Kv meliputi: Kecamatan Balocci 
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dan Minasa Te’ne, sedangkan jaringan SUTT 150 Kv melintas di 
kecamatan Minasa Te’ne, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri dan 
Mandalle.  
Selain pembangkit listrik tersebut (RTRW Kabupaten 
Pangkep Tahun 2011), beberapa pembangkit listrik lainnya yang 
berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Pangkep berdasarkan 
potensi energi yang tersedia. Pemanfaatan potensi energi listrik 
tersebut dapat berupa pengembangan yang akan dilakukan oleh swasta 
maupun pemerintah menurut skala kebutuhan pelayanan. Adapun 
jenis-jenis pengembangan potensi energi listrik di Kabupaten Pangkep 
yang dikembangkan adalah : 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), terdapat di Biringkassi 
Kecamatan Bungoro yang berada pada lokasi PT. Semen Tonasa 
kapasitas 2 x 25 MW 
b. Pembangkiit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH), terdapat di 
Bantimurung Kecamatan Tondong Talassa kapasitas 2 x 10 MW 
c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di wilayah 
pulau-pulau untuk memenuhi kebutuhan listrik pada Kecamatan 
Liukang Tupabiring, Liukang Tupabiring Utara, Liukang 
Tangaya, Liukang Kalmas, Balocci, dan Tondong Tallasa. 
d. Pengembangan energi listrik sistem Mikro Hidro, Gas Bio, 




5. Jaringan Telekomunikasi 
Ketersediaan jaringan telekomunikasi pada suatu wilayah 
sangat penting untuk kelancaran arus informasi dan komunikasi. 
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut di wilayah Kabupaten 
Pangkep telah dikembangkan sitem jaringan telekomunikasi berupa 
jaringan kabel oleh PT. Telkom. Seiring dengan perkembangan dan 
kemajuan teknologi bidang telekomunikasi dan informasi, maka 
dikembangkan sistem jaringan jaringan terestrial yang saat ini telah 
dapat terjangkau di 13 (tiga belas) wilayah kecamatan yang ada. 
Namun masih terdapat wilayah-wilayah perdesaan yang berada pada 
kondisi geografis dan topografi alamnya sulit dijangkau oleh layanan 
terestrial. Arahan rencana pengembangan jaringan terestrial pada 
wilayah Kabupaten Pangkep diharapkan mampu memberikan 
pelayanan sistem telekomunikasi pada masyarakat berbasis seluler 
sebagai bentuk/ dampak meningkatnya kebutuhan terhadap arus 
informasi dan komunikasi antar wilayah, baik lokal, wilayah, nasional 
maupun internasional. Sistem terestrial telekomunikasi ini sediakan 
oleh beberapa provider/operator penyedia layanan jasa telekomunikasi 
berbasiss seluler. Namun pengawasan dan pengaturan regulasi 
terhadap sistem telekomunikasi tersebut masih dilakukan oleh pihak 





2. Gambaran Umum Wilayah Kota Pangkajene 
a. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Secara geografis wilayah, kawasan perkotaan Kota Pangkajene 
terletak pada 119029’50 – 119036’50” BT dan 4048’20” – 4053’20” LS 
dengan luas wilayah kawasan perkotaan adalah 83,20 km
2
. Adapun batas 
administrasi Kawasan Perkotaan Kota Pangkajene  adalah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara : Desa Bowong Cindea dan Kecamatan Bungoro 
 Sebelah Timur  : Kelurahan Bontoa dan Kecamatan Minasa Te’ne  
 Sebelah Selatan : Desa Ka’ba dan Kecamatan Minasa Te’ne  
 Sebelah Barat : Selat Makassar 
Wilayah kawasan perkotaan Kota Pangkajene sebagaimana dalam 
RTRW Kabupaten Pangkep Tahun 2012 meliputi seluruh wilayah 
Kecamatan Pangkajene dengan luas 47,39 km
2
, Kecamatan Bungoro yang 
meliputi wilayah Kelurahan Samalewa dan Kelurahan Boriappaka dengan 
luas 17,48 km
2, dan Kecamatan Minasa Te’ne yang meliputi wilayah 
Kelurahan Minasa Te’ne, Bonto Kio, dan Biraeng dengan luas 18,33 km2 
dapat di lihat pada tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Wilayah Kota Pangkajene Tahun 2015 
No Kelurahan Luas (km2) Persentase (%) 
1 2 3 4 
A. Kec. Pangkajene 47.39 56.96 
1 Sibatua 9.86 11.85 
2 Bonto Perak 9.1 10.94 
3 Arong Appaka 7.19 8.64 
4 Tekolabbua 8.32 10.00 
5 Jagong 1.32 1.59 
6 Tumampua 1.22 1.47 
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No Kelurahan Luas (km2) Persentase (%) 
1 2 3 4 
7 Padoaang-Doangang 2.09 2.51 
8 Pabundukang 3.76 4.52 
9 Mappasaile 4.53 5.44 
B. Kec. Bungoro 17.48 21.01 
1 Samalewa 9.68 11.63 
2 Boriappaka 7.8 9.38 
C. Kec. Minasa Te'ne 18.33 22.03 
1 Bonto Kio 6.65 7.99 
2 Biraeng 8.26 9.93 
3 Minasatene 3.42 4.11 
Jumlah 83.20 100.00 




Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Pangkajene  
53 
 
b. Topografi  
Kondisi topografi merupakan elemen yang sangat mempengaruhi 
dalam penentuan kesesuaian pemanfaatan lahan atau kemampuan daya 
dukung lahan. Kondisi topografi yang relatif bervariasi. Pada daerah 
kawasan pesisir menunjukan topografi yang relatif datar (kelerengan 0-2 
%) dengan ketinggian antara 0-25 mdpl, sementara pada daerah non pesisir 
dengan kelerengan 2-15% dan berada pada ketinggian 25-100 mdpl. 
Kawasan perkotaan tumbuh pada dataran rendah dengan limitasi 
perkembangan berupa kondisi topografi wilayah  yang datar berada pada 
tempat-tempat yang saat ini merupakan pusat-pusat permukiman. 
Morpologi perkembangan fisik ruang kawasan tumbuh pada daerah 
datar di sepanjang pinggir jalan yang sudah terbentuk dengan limitasi 
perkembangan berupa lahan pertanian dan kebun campuran serta areal 
pertambakan.  
c. Hidrologi  
Potensi sumber air yang ada di kawasan perkotaan cukup besar 
untuk dimanfaatkan sepanjang tahun dan dilestarikan fungsinya. Sumber 
bahan baku air berasal dari air permukaan berupa air sungai, air tanah 
dalam melalui sumur bor dan air tanah dangkal dengan sumur gali.  
Sumber air permukaan pada kawasan perkotaan berasal dari Sungai 
Pangkajene. Sungai tersebut mengalir dari arah timur ke barat kota dan 
akhirnya bermuara di pantai Selat Makassar. Di samping itu juga terdapat 
beberapa sungai lainnya yang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air 
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baku untuk pengelolaan air bersih. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan 
baik sebagai sumber air untuk pertanian maupun sebagai sumber air 
bersih. Tetapi melihat kondisi saat ini kapasitas atau debit air pada Sungai 
Pangkajene semakin menurun terutama pada musim kemarau. 
Permasalahan air baku yang dihadapi saat ini berupa : 
 Potensi sumber air baku untuk keperluan air bersih di Kota 
Pangkajene pada umumnya akan mengalami penurunan kapasitas atau 
debit air, sehingga perlu dipikirkan sumber air lain sebagai tambahan 
untuk mengantisipasi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat 
di masa mendatang. 
 Berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah pada saat ini, 
maka sulit untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber air baku 
tersebut dengan kemampuan daerah itu sendiri, sehingga dibutuhkan 
bantuan dana dari pusat dan dari pihak swasta.  
Sementara itu, untuk sumber air dalam, pada wilayah perencanaan 
juga memiliki potensi yang cukup besar dengan tingkat kedalaman antara 
40-80 meter, namun hingga saat ini pemanfaatannya masih kurang dengan 
pertimbangan biaya ekonomi yang dibutuhkan cukup besar sedangkan 
untuk sumur gali sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya 
pada masyarakat dengan strata ekonomi keluarga yang tergolong rendah, 
serta keterbatasan jaringan air bersih yang ada. Sedangkan air tanah 
dangkal, air tanah dangkal pada umumnya terdapat pada kedalaman 2-5 
meter di daerah pesisir dan 5-10 meter pada daerah perbukitan 
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Pemanfaatan sumur gali ditinjau dari kondisi fisik airnya (warna 
dan bau) secara umum sudah memenuhi persyaratan untuk dikonsumsi 
sebagai air minum tetapi ditinjau dari sifat kimianya masih dibutuhkan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kandungan airnya yang 
dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat.            
Guna memenuhi kebutuhan air bersih pada kawasan perencanaan, 
disamping sumber air bersih berasal dari air tanah dangkal melalui sumur 
gali, juga dilayani melalui aliran air perpipaan yang dikelola oleh PDAM. 
d. Geologi dan Tanah 
Struktur geologi batuan di kawasan perencanaan memiliki 
karakteristik geologi yang kompleks dicirikan oleh adanya jenis satuan 
batuan yang bervariasi akibat pengaruh struktur geologi. Beberapa jenis 
batuan yang dapat ditemukan di kawasan perencanaan pada umumnya 
terdiri atas batuan tufaa dan batuan Vulkan alkali, dan lainnya.  
Jenis tanah umumnya sama, yaitu jenis tanah alluvial kelabu olif, 
alluvial coklat kekelabuan (12) bahan induk alluvial coklat kekelabuan liat 
dan berpasir, kompleks meditran coklat kemerahan dan latosol dengan 
tekstur tanah kasar sampai halus dengan solum tanah berkisar  20 - 45 cm. 
e. Aspek Kependudukan 
Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan 
suatu wilayah, karakteristik penduduk merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadap pengembangan atau pembangunan suatu wilayah dengan 
mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, komposisi struktur 
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kepedudukan serta adat istiadat dan kebiasaan penduduk. Dengan 
demikian karakteristik penduduk sangat diperlukan dalam penyusunan 
Rencana Detail Tata Ruang.  
Maju dan berkembangnya suatu kawasan atau kota adalah 
merupakan peran dari orang atau manusia yang ada didalamnya, sebab 
pada prinsipnya sesungguhnya dengan kemapaman atau skill dari setiap 
manusia tersebutlah yang mampu mengelola serta melakukan pamanfatan 
yang bijak serta mapan bagi daerah tersebut. 
Untuk melihat aspek kependudukan tersebut, beberapa hal yang 
perlu diidentifikasi menurut kondisi eksisting yang kemudian akan 
memberikan gambaran perkembangannya dimasa mendatang. Adapun hal-
hal yang terkait dengan aspek kependudukan ini adalah sebagai berikut : 
Pada dasarnya jumlah penduduk di suatu wilayah sangat menjadi 
factor peningkatan daerah  dan menjadi pengerak utama karena Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang bisa mengelola Sumber Daya Alam (SDA) 
yang ada secara optimal dan maksimal. Jumlah penduduk di kawasan 
perkotaan Kota Pangkajene tahun 2015 adalah sebanyak 74.099 jiwa 
dengan jumlah penduduk terbanyak di wilayah Kecamatan Pangkajene, 
yakni sebanyak 44490 jiwa atau 60,60% dari jumlah total penduduk di 
Kota Pangkajene. Kemudian disusul pada wilayah Kecamatan Bungoro 
sebanyak 16030 jiwa atau 21,22%, dan yang terendah adalah Kecamatan 
Minasa Te’ne sebanyak 15.579 jiwa atau 18,18%. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada gambar dan Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kawasan Kota Pangkajene Tahun 2015 
No Kelurahan Jumlah Penduduk (Jiwa) % 
1 2 3 4 
A. Kecamatan Pangkajene 
1 Sibatua 2945 4.36 
2 Bonto Perak 5322 7.21 
3 Arong Appaka 4975 7.57 
4 Tekolabbua 2501 3.28 
5 Jagong 3234 4.15 
6 Tumampua 6720 10.97 
7 Padoaang-Doangang 5981 7.08 
8 Pabundukang 4311 5.31 
9 Mappasaile 8501 10.66 
Jumlah 44490 60.60 
B. Kecamatan Bungoro 
1 Samalewa 11616 15.37 
2 Boriappaka 4414 5.85 
Jumlah 16030 21.22 
C. Kecamatan Minasa Te'ne 
1 Bonto Kio 4777 6.30 
2 Biraeng 5587 6.09 
3 Minasatene 5215 5.79 
Jumlah 15579 18.18 
Jumlah Total 74099 100.00 
Sumber : Kabupaten Pangkep dalam Angka Tahun 2016 
Kondisi persebaran penduduk di wilayah pengamatan cenderung 
terpencar dan berkelompok menurut pola permukiman yang terbentuk baik 
secara alamiah maupun bentukan pengembang (developer). Permukiman 
penduduk yang terbentuk secara alamiah cenderung berpola linier 
mengikuti jalur jalan yang ada saat ini, sehingga distribusi penduduk 
relatif terpencar secara linier dengan tingkat kepadatan relatif rendah. 
Sementara untuk permukiman yang dikembangkan developer relatif 
mengelompok dengan tingkat kepadatan sedang. 
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Tingkat kepadatan penduduk di kawasan perencanaan tahun 2015 
sebesar 890 jiwa/km dengan konsentrasi penduduk tertinggi terdapat di 
Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro, yaitu sebanyak 11616 jiwa, 
kemudian Kelurahan Mappasile Kecamatan Pangkajene sebanyak 8.501 
jiwa. Sedangkan dilihat dari kepadatan penduduk terbanyak adalah di 
Kelurahan Tumampua sebesar 5508 jiwa/km2, kemudian disusul 
Kelurahan Padoang-Doangan sebesar 2861 jiwa/km2 dan Kelurahan 
Jagong sebesar 2450 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi 
dan kepadatan penduduk di kawasan perencanaan dapat dilihat pada tabel 
4.6. 









1 2 3 4 5 
A. Kecamatan Pangkajene 
1 Sibatua 2945 9.86 298.68 
2 Bonto Perak 5322 9.1 584.84 
3 Arong Appaka 4975 7.19 691.93 
4 Tekolabbua 2501 8.32 300.60 
5 Jagong 3234 1.32 2450.00 
6 Tumampua 6720 1.22 5508.20 
7 Padoaang-Doangang 5981 2.09 2861.72 
8 Pabundukang 4311 3.76 1146.54 
9 Mappasaile 8501 4.53 1876.60 
Jumlah 44490 43.79 950 
B. Kecamatan Bungoro 
1 Samalewa 11616 9.68 1200.00 
2 Boriappaka 4414 7.80 565.90 




C. Kecamatan Minasa Te'ne 
1 Bonto Kio 4777 6.65 718.35 
2 Biraeng 5587 8.26 676.39 
3 Minasatene 5215 3.42 1524.85 
Jumlah 15579 18.33 849,92 
Jumlah Total 74,099 83.20 890.61 
Sumber : Kabupaten Pangkep dalam Angka Tahun 2016 
Struktur penduduk menurut jenis kelamin merupakan perbandingan 
yang memperlihatkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan 
perempuan. Berdasarkan sumber data yang diperoleh, dapat diuraikan 
bahwa jumlah penduduk di Kawasan perencanaan pada tahun 2015 terdiri 
dari laki-laki sebanyak 36.976 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 
sebanyak 39.357 jiwa. Dengan demikian, jumlah sex ratio pada kawasan 
perencanaan sebesar 95. 
Dari jumlah penduduk tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk 
untuk jenis kelamin laki-laki terbesar berada di Kelurahan Kelurahan 
Samalewa Kecamatan Bungoro yaitu 5.848 jiwa, kemudian disusul 
Kelurahan Tumampua dan Mappasaile Kecamatan Pangkajene, masing-
masing sebesar 3.217 jiwa dan 4.117 jiwa. Hal ini juga diperlihatkan 
penduduk berjenis perempuan, dimana ketiga wilayah tersebut memiliki 
jumlah penduduk perempuan terbanyak. Secara rinci struktur penduduk 




Tabel 4.7 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 
No Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Sex 
Rasio 
1 2 3 4 5 6 
A. Kecamatan Pangkajene 
1 Sibatua 1434 1511 2945 94 
2 Bonto Perak 2580 2744 5322 94 
3 Anrong Appaka 2436 2539 4975 95 
4 Tekolabbua 1204 1297 2501 92 
5 Jagong 1582 1652 3234 95 
6 Tumampua 3217 3503 6720 92 
7 Padoang-Doangan 2881 3100 5981 92 
8 Pabundukang 2064 2247 4311 91 
9 Mappasaile 4117 4324 8501 96 
Jumlah 21575 22915 44490 93 
B. Kecamatan Bungoro 
1 Boriappaka 2113 2301 11616 94 
2 Samalewa 5848 6002 4414 97 
Jumlah 7961 8303 16030 94 
C. Kecamatan Minasa Te'ne 
1 Bonto Kio 2303 2474 4777 101 
2 Biraeng 2629 2958 5587 84 
3 Minasatene 2508 2707 5215 92 
Jumlah 7440 8139 15579 97 
Jumlah Total 36976 39357 74,099 95 
Sumber : Kabupaten Pangkep dalam Angka Tahun 2016 
3. Profil Kumuh  
a. Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Pangkep 
Berdasarkan SK Bupati Pangkejene dan Kepulauan No. 489 Tahun 
2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, maka terdapat 17 (tujuh belas) kawasan 
dengan total luas 45 ha yang tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu 
Kecamatan  Minasa Te’ne, Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Segeri, 
Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Mandalle dan 
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Kecamatan Labakkang. Adapun luasan masing-masing kawasan serta 
persebarannya diuraikan tabel 4.8. berikut :  
Tabel 4.8 Luas Kawasan kumuh Kabupaten Pangkep  
No Kecamatan Kelurahan/Desa Lokasi Kumuh 
Luas 
(Ha) 
1 2 3 4 5 
1 Pangkajene Mappasaile 
Kampung Lette (Pasar 
Palampang) 
4 




3 Pangkajene Bonto Perak 
Kampung Bonto Perak 
(Dekat Pasar) 
3 




5 Pangkajene Tumampua 
Kampung Tumampua (Jl. 
Flamboyan/Jl. Kesehatan 
2 
6 Pangkajene Pa’bundukang 







(Belakang SD 4) 
2 
8 Mandalle Tamarupa 
Kampung Tamarupa 
(Belakang Masjid Qamarul 
Yakin) 
2,5 
9 Minasate’ne Biraeng 
Kampung Biraeng (Dekat 
Kuburan) 
2 
10 Pangkajene Pa’bundukang 
Kampung Binto Labbere 
(Pengambilan Timbunan) 
3 
11 Pangkajene Pa’bubdukang 
Kampung Cempae-Segeri 
(Belakang Pasar Segeri) 
3 
12 Segeri Bonto Mate’ne 
Kampung Gusunge 
(Pengelola Hasil Laut) 
2 
13 Labakkanng Pundata Baji 
Kampung Erasa (Belakang 
Pasar) 
2 
14 Segeri Bawa Salo 
Kampung Bawa Salo (Dekat 
Dermaga) 
2 




16 Bungoro Bulu Cindea Kampung Jolla 3 









b. Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pangkajene 
Untuk Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan dan terdapat dalam Kawasan Perkotaan 
Pangkajene, terdapat 9 (sembilan) kawasan dengan total luas 46,3 ha yang 
tersebar pada 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan  Minasa Te’ne, dan 
Kecamatan Pangkajene. 
1) Kawasan Kumuh Kampung Lette 
a. Kependudukan 
Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Kampung Lette 
(RW. 04, RW. 05 dan RW. 3) Kelurahan Mappasaile dan 
Lakkasaile sebanyak 1.561 jiwa dengan jumlah kepala 
keluarga sebanyak 665 KK dengan luas wilayah ± 9,60 Ha. 
b. Kondisi Prasarana 
1. Kondisi Jalan 
Jaringan jalan yang ada di dalam Kawasan Kumuh 
Kampung Lette merupakan jaringan jalan lokal dan 
lingkungan dengan panjang total adalah 1.693 m dengan 
lebar jalan rata-rata 3 meter, dengan kondisi permukaan 
jalan adalah jalan aspal dan jalan beton dengan kondisi 
baik. 
2. Kondisi Air Bersih 
Air bersih pada kawasan kumuh kampung lette 
sudah terealisasi tetapi belum secara maksimal dengan 
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baik. Pelayanan air bersih PDAM pada kawasan ini yaitu 
665 KK. Berdasarkan hasil pengamatan dan survey tahun 
2017 sebagian besar masyarakat setempat melakukan 
penampungan bak air dikarena akses air bersih PDAM 
belum sepenuhnya lancar 24 jam/hari dan masih banyak 
menggunakan sumur bor. Berikut gambaran kondisi 





   
Gambar 4.3 Fasilitas Air Bersih  Kumuh kampung Lette 
Sumber : Survey lapangan 2017 
 
3. Drainase 
Jaringan drainase yang ada di dalam Kawasan 
Kumuh Kampung Lette dengan panjang total adalah 3.302 
m, dengan kondisi drainase permanen, hanya saja masih 
ada beberapa titik saluran drainase yang tersumbat 
disebabkan adanya tumpukan sampah masyarakat setempat 
yang masih cenderung membuang sampah pada saluran 
tersebut.  








Gambar 4.4 Kondisi Drainase  Kampung Lette 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
4. Pengelolaan Air Limbah 
Kawasan kumuh kampung lette Kelurahan 
Mappasaile air limbahnya sebahagian besar berasal dari 
hasil buangan rumah tangga; bersumber dari dapur, 
WC/jamban dan jenis kegiatan aktifitas lainnya. Pada 
kawasan ini jumlah rumah yang tidak memiliki kakus yaitu 
37 unit rumah dan selebihnya dikawasan ini setiap rumah 
sudah memilki kakus dan memilki MCK umum 1 unit pada 
kawasan tersebut. Limbah hasil buangan rumah tangga 
yang berada pada bantaran sungai dialirkan langsung 
kesungai dan sebahagian kecil yang jauh dari bantaran 
sungai dialirkan langsung ke jaringan drainase., berikut 
gambaran kondisi limbah di kawasan permukiman kumuh 
kampung lette. 









Gambar 4.5 Kondisi pengelolaan limbah  kampung Lette 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
5. Pengelolaan Persampahan 
Kondisi persampahan di Kawasan Kumuh 
Kampung Lette yaitu, pengelolaan persampahan hampir 
semua rumah sudah memiliki tong sampah pada kawasan 
tersebut dan beberapa belum di lakukan secara maksimal 
sehingga masih terdapat pembungan sampah yang berada 
disekitar sungai dan drainase serta penumpukan sampah di 
tanah kosong, berikut gambaran kondisi pembungan 
sampah di kawasan permukiman kumuh kampung lette. 











Gambar 4.6 Kondisi pembungan sampah  kampung Lette 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
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2) Kawasan Kumuh Kampung Tumampua 
a. Kependudukan  
Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Tumampua 
Kelurahan Tumampua sebanyak 2.295 jiwa dengan jumlah 
kepala keluarga sebanyak 459 KK dengan luas wilayah ± 
15,50 Ha. 
b. Kondisi Prasarana 
1. Kondisi Jalan  
Jaringan jalan yang ada di dalam Kawasan Kumuh 
Kampung Tumampua merupakan jaringan jalan lokal dan 
lingkungan dengan panjang total adalah 6131,26 meter dan 
lebar jalan rata-rata 3,5 meter, dengan kondisi permukaan 
jalan adalah jalan aspal dan jalan beton dengan tingkat 
kerusakan/peningkatan jalan dengan panjang mencapai 





Gambar 4.12  Kondisi Jalan  di  kampung Tumampua 





2. Kondisi Air Bersih 
Air bersih pada kawasan kumuh kampung 
Tumampua sudah terealisasi tetapi belum secara maksimal 
dengan baik. Pelayanan air bersih pada kawasan ini sudah 
terpenuhi jaringan perpipaan PDAM yaitu 459 KK. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan survey tahun 2017 
masih banyak yang melakukan penampungan bak air 
dikarena akses air bersih PDAM belum sepenuhnya lancar 
24 jam/hari dan masih banyak menggunakan sumur bor. 
Berikut gambaran kondisi pelayanan air minum di kawasan 
permukiman kumuh kampung Tumampua. 










Gambar 4.13  Fasilitas Air Bersih  Kampung Tumampua 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
3. Kondisi Drainase 
Kondisi drainase di Kawasan Kumuh Kampung 
Tumampua dengan panjang total adalah 12.262,52 meter, 
dengan kondisi drainase permanen, tidak terhubungnya 
dengan sistem drainase perkotaan mencapai 444 m dari 
luas wilayah. Sehingga pada saat terjadi hujan, 
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menyebabkan terjadinya genangan, berikut gambaran 
kondisi drainase di kawasan permukiman kampung 
tumampua. 
   
Gambar 4.14 Kondisi Drainase  Kampung Tumampua 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
4. Pengelolaan Air Limbah 
Kawasan kumuh kampung Tumampua Kelurahan 
Tumampua air limbahnya sebahagian besar berasal dari 
hasil buangan rumah tangga; bersumber dari dapur, 
WC/jamban dan jenis kegiatan aktifitas lainnya. Pada 
kawasan ini jumlah rumah yang tidak memiliki MCK yaitu 
6 unit. Limbah hasil buangan rumah tangga yang 
sebahagian kecil yang dialirkan langsung ke jaringan 
drainase. 
5. Pengelolaan Persampahan 
Kondisi persampahan di Kawasan Kumuh 
Kampung Tumampua yaitu pengelolaan persampahan 
setiap rumah sudah memiliki persampahan/ tong sampah 
dengan sistem persampahan sudah baik, berikut gambaran 
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kondisi pembungan sampah di kawasan permukiman 
kumuh kampung tumampua. 
   
Gambar 4.15  Kondisi pembungan sampah  kampung 
Tumampua 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
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3) Kawasan Kumuh Kampung Paddoang-doangan 
a. Kependudukan  
Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Paddoang-
doangan (RW. 01) Kelurahan Paddoang-doangan sebanyak 
350 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 173 KK 
dengan luas wilayah 2,4 Ha. 
b. Kondisi Prasarana 
1. Kondisi Jalan 
Jaringan jalan yang ada di dalam Kawasan Kumuh 
Paddoang-doangan merupakan jaringan jalan lokal dan 
lingkungan dengan panjang total adalah 1248,1 meter dan 
lebar jalan rata-rata 3,5 meter, dengan kondisi permukaan 
jalan adalah jalan aspal dan jalan beton dengan tingkat 
kerusakan/peningkatan jalan dengan panjang mencapai 
65,86 meter dari panjang jalan luas area. Di lihat pada 
gambar berikut. 





Gambar 4.21 Kondisi Jalan  di  kampung Paddoang-doangan 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
2. Kondisi Air Bersih 
Air bersih pada kawasan kumuh kampung 
Paddoang-doangan sudah terealisasi tetapi belum secara 
maksimal dengan baik. Pelayanan air bersih PDAM pada 
kawasan ini yaitu 173 KK. Berdasarkan hasil pengamatan 
dan survey tahun 2017 masih banyak yang melakukan 
penampungan bak air dikarena akses air bersih PDAM 
belum sepenuhnya lancar 24 jam/hari dan masih banyak 
menggunakan sumur bor. Berikut gambaran kondisi 







   
 
Gambar 4.22  Fasilitas Air Bersih  Kampung Paddoang-   
doangan. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
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3. Kondisi Drainase 
Kondisi drainase di Kawasan Kumuh Kampung 
Paddoang-doangan Kondisi drainase di Kawasan Kumuh 
Kampung Paddoang-doangan dengan panjang total adalah 
2210,07 meter, berikut gambaran kondisi drainase di 
kawasan permukiman kampung Paddoang-doangan. 
   
Gambar 4.23 Kondisi Drainase  Kampung Paddoang-
doangan. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
4. Pengelolaan Air Limbah 
Kawasan kumuh kampung Paddoang-doangan 
Kelurahan Paddoang-doangan air limbahnya sebagian besar 
berasal dari hasil buangan rumah tangga; bersumber dari 
dapur, WC/jamban dan jenis kegiatan aktifitas lainnya. 
Pada kawasan ini setiap rumah memiliki MCK yaitu 182 
unit. Limbah hasil buangan rumah tangga sebahagian kecil 





5. Pengelolaan Persampahan 
Kondisi persampahan di Kawasan Kumuh 
Kampung Paddoang-doangan yaitu pengelolaan 
persampahan setiap rumah sudah memiliki persampahan/ 
tong sampah dengan sistem persampahan sudah baik, 
berikut gambaran kondisi pembungan sampah di kawasan 
permukiman kumuh kampung Paddoang-doangan. 
   
 
Gambar 4.24 Kondisi sarana persampahan  kampung 
Paddoang-doangan. 
























4) Kawasan Kumuh Kampung Tekolabbua 
a. Kependudukan 
Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Kampung 
Tekolabbua (RW. 01) Kelurahan Tekolabbua sebanyak 528 
jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 176 KK dengan 
luas wilayah ± 2,28 Ha. 
b. Kondisi Prasarana  
1. Kondisi Jalan 
Jaringan jalan yang ada di dalam Kawasan Kumuh 
Tekolabbua merupakan jaringan jalan lokal dan lingkungan 
dengan panjang total adalah 715,64 meter dan lebar jalan 
rata-rata 3,5 meter, dengan kontruksi jalan yang sebagian 
besar kontruksinya aspal, Beton, Paving dan sebagian besar 
kontruksi jalannya tidak memadai dengan kontruksi 
jalannya masih berupa tanah dan pengerasan dengan tingkat 
kerusakan jalan dengan panjang mencapai 253,69 meter 
dari panjang jalan luas wilayah. Berikut gambaran kondisi 
Jalan di kawasan permukiman kumuh kampung 
Tekolabbua. 
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Gambar 4.30 Kondisi Jalan  kampung Tekolabbua RW 01. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
2. Kondisi Air Bersih 
Air bersih pada kawasan kumuh kampung 
Tekolabbua belum terealisasi dengan baik serta belum 
secara maksimal dengan baik. Pelayanan sistem air bersih 
PDAM pada kawasan ini belum memiliki sehingga 
masyarakat setempat membeli air bersih pada penjual 
(swasta) air bersih dengan menggunakan mobil tank yang 
masuk ke kawasan tersebut kemudian di tampung dengan 
menggunakan bank penampung pada masyarakat setempat.. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan survey tahun 2017 
masih banyak yang melakukan penampungan bak air 
dikarena akses air bersih PDAM belum ada dan sebagian 
besar masih banyak menggunakan sumur bor. Berikut 
gambaran kondisi pelayanan air minum di kawasan 
permukiman kumuh kampung Tekolabbua. 
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Gambar 4.31 Kondisi Sarana Air Bersih  kampung 
Tekolabbua RW 01. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
3. Kondisi Drainase 
Berdasarkan luas wilayah di kawasan kumuh 
Kampung Tekolabbua dengan panjang total adalah 
5.566,45 meter, dengan kondisi drainase semipermanen, 
dengan sistem drainase tidak terhubung ke sistem kota. 
serta tidak Terpiliharannya drainase dengan baik. Berikut 
gambaran kondisi sarana air bersih di kawasan permukiman 
kumuh kampung Tekolabbua. 
   
Gambar 4.32 Kondisi Drainase  kampung Tekolabbua RW 
01. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
4. Pengelolaan Air Limbah 
Pengelolaan air limbah di kawasan kumuh 
Kampung Tekolabbua RW 01 sangat minim. Hal tersebut 
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di karenakan pengetahuan masyarakat sekitar tentang 
pengelolaan air limbah masih sangat kurang. Pada kawasan 
ini kepemilikan MCK dengan jumlah 53 unit rumah. 
Pembuangan limbah domestik terutama limbah rumah 
tangga di buang ke sungai dan drainase secara langsung 
tanpa melalui penyaringan terlebih dahulu. Berikut 
gambaran kondisi pengelolaan air limbah di kawasan 
permukiman kumuh kampung Tekolabbua RW 01. 
   
   
Gambar 4.33 Kondisi Pengelolaan Air Limbah  kampung 
Tekolabbua RW 01. 
Sumber : Survey Lapangan 2017  
 
5. Pengelolaan Persampahan 
Pengelolaan persampahan yang ada di kawasan 
kumuh Kampung Tekolabbua RW 01 tidak memenuhi 
persyaratan teknis. Selain itu, cakupan pengelolaan 
93 
 
persampahan juga tidak memadai. Hal tersebut 
mengakibatkan masyarakat sekitar membuang sampah di 
sembarang tempat yang mengakibatkan pencemaran 
terhadap lingkungan sekitar terkhususnya sekitar bantaran 
sungai. Berikut gambaran kondisi persampahan di kawasan 
permukiman kumuh kampung Tekolabbua RW 01. 
   
Gambar 4.34 Kondisi Persampahan  kampung Tekolabbua 
RW 01. 
















5) Kawasan Kumuh Kampung Biraeng 
a. Kependudukan  
Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Biraeng 
Kelurahan Biraeng sebanyak 408 jiwa dengan jumlah kepala 
keluarga sebanyak 213 KK dengan luas wilayah ± 3,4 Ha. 
b. Kondisi Prasarana 
1. Kondisi Jalan 
Jaringan jalan yang ada dalam kawasan adalah 
merupakan jaringan jalan lokal dan lingkungan dengan 
panjang total adalah 1.419 meter yang terdiri dari ruas jalan 
lokal sekunder dengan panjang sekitar 523 meter, dan ruas 
jalan lingkungan dengan panjang sekitar 896 meter, dengan 
kondisi permukaan jalan adalah jalan aspal paving dan jalan 
tanah dengan kondisi baik dan sedang. Uraian 
selengkapnya pada tabel berikut : 
Tabel 4.9 Jenis Jalan, Klasifikasi Jalan dan Kondisi Jalandi Kawasan Kumuh 
Biraeng Tahun 2017 













1 2 3 4 5 6 7 
1. Bonto Tajjoro Aspal 
Lokal 
Sekunder 
Baik 6 149 
2. Bonto Tajjoro Lr. 1 Aspal Lingkungan Baik 4 90 
3. Bonto Tajjoro Lr. 2 Aspal Lingkungan Baik 4 50 
4. Bonto Tajjoro Lr. 3 Aspal Lingkungan Baik 4 226 
5. Bonto Tajjoro Lr. 4 Aspal Lingkungan Baik 5 95 
6. Bonto Tajjoro Lr. 5 Tanah Lingkungan Buruk 2 108 
7. Bonto Tajjoro Lr. 6 Tanah Lingkungan Buruk 2 147 
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1 2 3 4 5 6 7 
8. Bonto Tajjoro Lr. 7 Aspal Lingkungan  Baik 3 36 
9. Bonto Tajjoro Lr. 8 Tanah Lingkungan Buruk 2 46 
Jumlah 950 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
Berikut gambaran kondisi jalan di kawasan 
permukiman kumuh kampung Biraeng. 
   
Gambar 4.38 Kondisi Jalan Lingkungan  kawasan kumuh 
kampung Biraeng 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
2. Kondisi Air Bersih 
Sistem penyediaan air bersih pada kawasan telah 
tersedia jaringan perpipaan PDAM namun yang terlayani 
hanya pada jalan poros kelurahan, pelayanan PDAM pada 
kawasan ini yaitu 30 KK, sedangkan yang lainnya hanya 
pada perpipaan, belum dialiri air bersih dari PDAM. 
Penyediaan air bersih pada kawasan yang belum terlayani 
untuk kebutuhan air minum umumnya penggunakan air 
galon yang dibeli dari depot air, sedangkan air bersih untuk 
kebutuhan lain (mandi, mencuci, dll) menggunakan sumber 
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air bor yang disediakan secara swadaya oleh masing-
masing unit bangunan rumah. Berikut gambaran kondisi air 





Gambar 4.39 Kondisi Air bersih  kawasan kumuh kampung 
Biraeng 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
3. Kondisi Drainase 
Panjang jaringan drainase yang ada dalam kawasan 
Kumuh Biraeng adalah 1.068 meter, dengan konstruksi 
beton. Tetapi ditinjau dari kondisinya dapat dibedakan atas 
baik, sedang dan buruk sebagaimana dalam data tabel 
dibawah ini. Arah aliran/pembuangan drainase terbagi atas 
2 bagian yaitu arah aliran yang bermuara pada drainase 
lokal pada jalan poros Kelurahan Biraeng, dan arah aliran 
drainase yang membuang pada areal persawahan yang 
umumnya drainase sekunder. Data selengkapnya pada tabel 







Tabel 4.10 Kondisi Jaringan Drainase Kawasan Kumuh Biraeng Tahun 2017 












































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Bonto Tajjoro Buruk Sekunder Beton 70 60 60 65 149 
2 Bonto Tajjoro Lr. 1 Buruk Sekunder Beton 67 60 53 - 90 
3 Bonto Tajjoro Lr. 2 Buruk Sekunder Beton 67 60 53 - 50 
4 Bonto Tajjoro Lr. 3 Baik Sekunder Beton 67 60 53 226 226 
5 Bonto Tajjoro Lr. 4 Baik Sekunder Beton 55 50 45 95 95 
6 Bonto Tajjoro Lr. 5 - - - - - - - - 
7 Bonto Tajjoro Lr. 6 - - - - - - - - 
8 Bonto Tajjoro Lr. 7 Baik Sekunder Beton 55 50 45 36 36 
9 Bonto Tajjoro Lr. 8 - - - - - - - - 





Gambar 4.40 Kondisi Drainase  kawasan kumuh kampung 
Biraeng 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
Selain tinjauan bangunan drainase, kondisi yang 
terkait dengan kinerja drainase seperti daerah genangan 
juga menjadi bagian permasalahan yang ada dikawasan 
yaitu titik genangan periodik yang sering terjadi pada 
musim hujan. Berdasarkan hasil indektifikasi lapangan 
yang dikuatkan dengan hasil wawancara dengan para warga 
setempat, terdapat satu titik genangan periodik yang sering 
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terjadi dikawasan namun kejadiannya hanya pada waktu 
puncak musim hujan dan tidak terjadi pada tiap tahun 
musim penghujan. 
4. Pengelolaan Air Limbah 
Pengelolaan air limbah di kawasan kumuh 
Kampung Biraeng, Setiap rumah menyediakan MCK 
sendiri yaitu 71 unit rumah, sedangkan pencemaran limbah 
yaitu pencemaran limbah rumah tangga  masih kurang baik 
karena limbah rumah tangga secara langsung dialirkan ke 
drainase dan ke sawah tanpa melalui penyaringan terlebih 
dahulu. Berikut gambaran kondisi pengelololaan limbah 






Gambar 4.41 Kondisi Pengelolaan Limbah Rumah Tangga 
(MCK) kawasan kumuh kampung Biraeng 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
5. Pengelolaan Persampahan 
Pengelolaan persampahan dikawasan dilakukan 
secara individu. Setiap rumah menyediakan tempat sampah 
yang dihasilkannya, sedangkan pembuangan sampah juga 
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dilakukan secara individu dengan cara membakar pada 
lahan-lahan kosong serta drainase dijadikan tempat 
pembakaran sampah disekitar rumah penduduk. 
   
Gambar 4.42 Kondisi Persampahan kawasan kumuh 
kampung Biraeng 
























6) Kawasan Kumuh Kampung Bulu-bulu 
a. Kependudukan  
Jumlah penduduk di kawasan permukiman kumuh 
kampung padaedae bulu bulu Kelurahan Arong Appaka 
sebanyak 880 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 
239 KK dengan luas wilayah ± 3,4 Ha. 
b. Kondisi Prasarana 
1. Kondisi Jalan 
Prasarana jaringan jalan pada kawasan permukiman 
kumuh padaedae bulu bulu merupakan jaringan jalan lokal 
dan lingkungan dengan panjang total adalah 1362,88 meter 
dengan lebar jalan rata-rata 3,5 meter, dengan kontruksi 
jalan yang sebagian besar kontruksinya aspal, Beton, dan 
sebagian masih berupa tanah dan pengerasan dengan pajang 
jalan yang rusak mencapai 427,4 meter. Berikut gambaran 
kondisi bangunan di kawasan permukiman kumuh 
kampung padaedae bulu bulu Kelurahan Arong Appaka. 
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Gambar 4.48 Kondisi jalan kawasan permukiman kumuh 
kampung padaedae bulu bulu Kelurahan 
Arong Appaka 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
2. Kondisi Air Bersih 
Prasarana air bersih menjadi fokus banyak pihak 
untuk di tangani, begitupun dengan ketersediaan jaringan 
air minum dan akses air minum pada kawasan permukiman 
kumuh Padaedae Bulu bulu Kelurahan Arong Appaka. 
Berdasarkan hasil pengamatan dan survey tahun 2017, 
masyarakat yang ada pada permukiman kumuh padaedae 
bulu bulu yang belum terlayani akses air minum/PDAM 
dengan jumlah penduduk 880 jiwa atau 239 KK pada 
kawasan ini. Selain itu kebutuhan air minum penduduk 
kawasan juga masih jauh dari kuantitas yang ditetapkan 
sesuai standar baku sehingga banyak warga yang berupaya 
untuk menampung air bersih persediaan beberapa waktu 
yang dibeli dari penjual (swasta) air bersih yang masuk ke 
lokasi tersebut untuk serta air sumur bor yang digunakan 
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sebagai air keperluan sehari-hari. Berikut gambaran kondisi 
pelayanan air minum di kawasan permukiman padaedae 
bulu bulu. 
  
Gambar 4.49 Kondisi pelayanan air bersih kawasan 
permukiman kumuh kampung padaedae bulu 
bulu Kelurahan Arong Appaka 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
3. Kondisi Drainase 
Prasarana drainase memiliki fungsi sebagai saluran 
yang akan mengalihkan air ke area tangkapan air atau ke 
catsman area, kawasan permukiman kumuh padaedae bulu 
bulu Kelurahan Arong Appaka belum terealisasikan 
drainase sehingga sering terjadi banjir pada kawasan 
tersebut diakibat tidak adanya saluran drainase pada 
kawasan tersebut. 
4. Pengelolaan Air Limbah 
Sistem pengelolaan air limbah pada kawasan 
permukiman kumuh Padaedae Bulu bulu Kelurahan Arong 
Appaka sebahagian besar berasal dari hasil buangan rumah 
tangga; bersumber dari dapur, WC/jamban dan jenis 
kegiatan aktifitas lainnya. Pada kawasan ini tidak memiliki 
111 
 
kakus yaitu 41 unit rumah dari jumlah 132 unit rumah yang 
ada di kawasan tersebut. 
Limbah hasil buangan rumah tangga yang berada 
pada bantaran sungai dialirkan langsung kesungai tanpa ada 
penyaringan terlebih dahulu sehingga sekitar bantaran 
sungai mengakibatan bau yang tidak baik akibat 
pembuangan limbah yang tidak memenuhi standar teknis. 
Kesadaran masyarakat tersebut tentang pengelolaan 
air limbah masih sangat minim sehingga memerlukan 
perhatian khusus. Sistem pengelolaan air limbah dengan 
standar teknis harus diupayakan sebagai upaya untuk 
membenahi kawasan permukiman kumuh Padaedae Bulu 
bulu. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air 
limbah bagi masyarakat permukiman Padaedae Bulu Bulu 
bisa dilakukan dengan peningkatan pemahaman masyakat 
untuk menumbuhkan kesadaran terhadap pengelolaan 
limbah. Berikut gambaran kondisi pelayanan air minum di 




   
   
Gambar 4.50 Kondisi pengelolaan air limbah kawasan 
permukiman kumuh kampung padaedae bulu 
bulu Kelurahan Arong Appaka 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
5. Pengelolaan Persampahan 
Pengelolaan persampahan dikawasan ini dilakukan 
secara individu. Setiap rumah menyediakan tempat sampah 
yang dihasilkannya, sedangkan pembuangan sampah juga 
dilakukan secara individu dengan cara membuang ke 
sungai serta membakar pada lahan-lahan kosong disekitar 
rumah penduduk. pengelolaan persampahannya tidak 
terpelihara. Banyak yang menyebabkan hal tersebut terjadi, 
antara lain karena pola pikir masyarakat, ketersediaan 
sarana penampungan sampah yang tidak memadai, pola 
pengangkutan sampah yang tidak teratur serta kebiasaan 
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masyarakat membuang sampah pada tempat terbuka seperti 
pembuangan sampah pada sungai. Berikut gambaran 
pengelolaan dan ketersedian prasarana dan sarana 
persampahan di kawasan permukiman kukuh padaedae 
Bulu bulu kelurahan Arong Appaka. 
   
   
Gambar 4.51 Kondisi persampahan kawasan permukiman 
kumuh kampung padaedae bulu bulu 
Kelurahan Arong Appaka 















7) Kawasan Kumuh Kampung Bonto Labere 
a. Kependudukan  
Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Bonto Labere 
Kelurahan Pa’bundukang sebanyak 480 jiwa dengan jumlah 
kepala keluarga sebanyak 125 KK dengan luas wilayah ± 2,4 
Ha. 
b. Kondisi Prasarana 
1. Kondisi Jalan 
Tingkat pelayanan jaringan jalan lingkungan 
dikawasan kumuh Bonto Labbere umumnya terlayani, 
namun berdasarkan kondisi tidak semua ruas jalan yang 
melayani penduduk. Berikut gambaran kondisi jalan 
kawasan kumuh Bonto Labbere. 
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Gambar 4.54 Kondisi jalan kawasan kumuh Bonto Labbere. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
Jaringan jalan yang ada dalam kawasan adalah 
merupakan jaringan jalan lingkungan dengan panjang total 
adalah 646 meter, dengan kondisi permukaan jalan adalah 
merupakan jalan aspal dengan total 295 meter kondisi baik 
dan jalan tanah dengan total 351 meter dengan kondisi 
buruk. Uraian selengkapnya pada tabel berikut : 
Tabel 4.11 Jenis Jalan, Klasifikasi Jalan dan Kondisi Jalan di Kawasan Kumuh 
Bonto Labbere Tahun 2017 













1 2 3 4 5 6 7 
1. Lingkungan 1 Aspal Lingkungan Baik 3,5 113 
2. Lingkungan 2 Aspal Lingkungan Baik 3,5 45 
3. Lingkungan 3 Aspal Lingkungan Baik 3,5 137 
4. Lingkungan 4 Tanah Lingkungan Buruk 2 163 
5. Lingkungan 5 Tanah Lingkungan Buruk 2 81 
6. Lingkungan 6 Tanah Lingkungan buruk 2 40 
7. Lingkungan 7 Tanah Lingkungan buruk 2 67 
Jumlah 646 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
2. Kondisi Air Bersih 
Sistem penyediaan air bersih pada kawasan belum 
tersedia jaringan perpipaan PDAM. Penyediaan air bersih 
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pada kawasan yang belum terlayani untuk kebutuhan air 
minum umumnya menggunakan air galon yang dibeli dari 
depot air hal tersebut disebabkan karena air tanah pada 
kawasan tidak layak untuk dikonsumsi dari segi warna 
maupun baunya, sedangkan air bersih untuk kebutuhan lain 
(mandi, mencuci, dll) menggunakan sumber air bor yang 
disediakan secara swadaya oleh masing-masing unit 
bangunan rumah. Berikut gambaran kondisi air bersih 
kawasan kumuh Bonto Labbere. 
 
Gambar 4.55 Kondisi air bersih kawasan kumuh Bonto 
Labbere. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
3. Kondisi Drainase 
Panjang jaringan drainase yang ada dalam kawasan 
Kumuh Bonto Laberre adalah 295 meter mengikuti 
sepanjang jalan yang beraspal, dengan konstruksi beton, 
kawasan kumuh ini sistem drainasenya tidak terhubungnya 
dengan sistem drainase perkotaan sehingga sering terjadi 
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banjir pada kawasan ini. Berikut gambaran kondisi drainase 
kawasan kumuh Bonto Labbere. 
   
Gambar 4.56  Kondisi drainase kawasan kumuh Bonto 
Labbere. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
 
Arah aliran/pembuangan drainase terbagi atas 2 
bagian yaitu arah aliran yang bermuara pada drainase lokal 
pada Irigasi sawah masyarakat, dan arah aliran drainase 
yang membuang pada areal persawahan yang umumnya 
drainase sekunder dan tersier. Data selengkapnya pada tabel 
berikut :   
Tabel 4.12 Kondisi Jaringan Drainase Kawasan Kumuh Bonto Labbere Tahun 2017 












































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Lingkungan 1 Sedang Tersier Beton 70 60 60 113 113 
2 Lingkungan 2 Sedang Tersier Beton 70 60 60 45 45 
3 Lingkungan 3 Sedang Tersier Beton 70 60 60 137 137 
4 Lingkungan 4 - - - - - - - - 
5 Lingkungan 5 - - - - - - - - 
6 Lingkungan 6 - - - - - - - - 
7 Lingkungan 7 - - - - - - - - 
Jumlah 295 295 
Sumber: Survey Lapangan 2017 
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4. Pengelolaan Air Limbah 
Sistem pengelolaan air limbah pada kawasan 
permukiman kumuh Bonto Labbere sebahagian besar 
berasal dari hasil buangan rumah tangga; bersumber dari 
dapur, WC/jamban dan jenis kegiatan aktifitas lainnya. 
Pada kawasan ini tidak memilki MCK yaitu 29 unit rumah. 
Dengan total 85 rumah yang ada pada kawasan penelitan 
tersebut. Limbah hasil buangan rumah tangga sebagian 
sudah baik, dan sebagian masyarakat setempat hasil sumber 
limbah  WC/jambang masih membuang tinjanya ke sawah 
yang berada pada kawasan tersebut karena  tidak memilik 
wc/jambang umum dan hasil buang limbah yang bersumber 
dari dapur  dialirkan langsung drainase tanpa ada 
penyaringan terlebih akibat pembuangan limbah yang tidak 
memenuhi standar teknis. Berikut gambaran kondisi 
drainase kawasan kumuh Bonto Labbere. 
   
Gambar 4.57 Kondisi pengelolaan limbah  kawasan kumuh 
Bonto Labbere. 






5. Pengelolaan Persampahan 
Pengelolaan persampahan dikawasan ini dilakukan 
secara individu. Setiap rumah menyediakan tempat sampah 
yang dihasilkannya, sedangkan pembuangan sampah juga 
dilakukan secara individu dengan cara membakar pada 
lahan-lahan kosong disekitar rumah penduduk. Berikut 
gambaran kondisi pengelolaan sampah kawasan kumuh 
Bonto Labbere. 
   
Gambar 4.58 Kondisi persampahan kawasan kumuh Bonto 
Labbere. 


















8) Kawasan Kumuh Kampung Turun Pissuei 
a. Kependudukan  
Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Turun Pissuei 
(RW. 01 dan RW. 03) Kelurahan Pissuei sebanyak 3.105 jiwa 
dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.035 KK dengan 
luas wilayah ± 21,2 Ha. 
b. Kondisi Prasarana 
1. Kondisi Jalan 
Dalam aspek prasarana jalan yang ada di Kampung 
Turun Pissuei ( RW 1 dan RW 3 ) pada umumnya 
konstruksi jalan aspal, beton. Paving dan jalan tanah. Untuk 
cakupan pelayanan jalan lingkungan pada kawsan kumuh di 
Kampung Turun Pissuei sepanjang 3.139,27 m, sedangkan 
kualitas jalan yang mempunyai permukaan jalan yang rusak 
sepanjang 422,27 meter. Berikut gambaran kondisi jalan 
kawasan kumuh kampung Turun Pissuei. 
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Gambar 4.62 Kondisi jalan kawasan kumuh Turun Pissuei 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
2. Kondisi Air Bersih 
Kampung Turun Pissu dalam aspek kondisi 
penyediaan air minum masih minim dalam pengelolaan 
untuk warga, untuk jumlah KK tidak terpenuhi air 
minum/PDAM yang cukup 385 KK. Berikut gambaran 
kondisi air bersih kawasan kumuh kampung Turun Pissuei. 
 
Gambar 4.63 Kondisi air bersih kawasan kumuh Turun 
Pissuei. 




3. Kondisi Drainase 
Kondisi drainase di Kawasan Kumuh Kampung 
Turun Pissu (RW 1 dan  RW 3 ) yaitu di beberapa kawasan 
tersebut masih ada beberapa yang tidak memiliki aliran 
drainase dengan jumlah panjang drainase 1.107,22 m,  
sehingga pada saat terjadi hujan, menyebabkan terjadinya 
genangan. Berikut gambaran kondisi drainase kawasan 
kumuh kampung Turun Pissuei. 
   
Gambar 4.64 Kondisi drainase kawasan kumuh Turun 
Pissuei. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
4. Pengelolaan Air Limbah 
Kawasan Kumuh Turun Pissuei pengelolan limbah 
sebahagian besar berasal dari hasil buangan rumah tangga; 
bersumber dari dapur, WC/jamban dan jenis kegiatan 
aktifitas lainnya. Limbah hasil buangan rumah tangga saat 
ini hanya sebahagian kecil yang dialirkan langsung ke 
jaringan drainase. Sistem pengolahan air limbah hasil 
buangan sepenuhnya belum terlanyani dengan baik dan 
belum tertampung di tempat pewadahan, akan tetapi 
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langsung menyatu dengan lingkungan di sekitarnya dan 
sebagian kecil langsung dialirkan ke sungai terdekat. 
Dalam pengelolaan air limbah di Kampung Turun 
Pissuei yang tidak memiliki kakus/MCK yaitu 23 unit 
rumah dan selebihnya kepemilikan kakus/MCK pada 
kawasan ini sudah memliki dengan total rumah yaitu 618 
unit rumah..  
5. Pengelolaan Persampahan 
Kondisi persampahan di Kawasan Kumuh 
Kampung Turun Pissu  (RW 1dan RW 3) yaitu di beberapa 
kawasan, pengelolaan persampahan belum di lakukan 
secara maksimal sehingga masih terdapat penumpukan 
sampah di beberapa tempat, untuk pengelolaan sampah 
pada warga yang tidak sesuai standar teknis yaitu 591 KK. 
Berikut gambaran kondisi persampahan kawasan kumuh 




   
Gambar 4.65 Kondisi persampahan kawasan kumuh Turun 
Pissuei. 
























9) Kawasan Kumuh Kampung Bonto Perak 
a. Kependudukan  
Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh Kampung Bonto 
Perak (RW. 04) Kelurahan Bonto Perak sebanyak 392 jiwa 
dengan jumlah kepala keluarga sebanyak  96 KK dengan luas 
wilayah ± 2,1 Ha. 
b. Kondisi Prasarana 
1. Kondisi Jalan 
Jalan utama kawasan Bonto Perak merupakan 
jaringan jalan lokal dan lingkungan dengan panjang total 
adalah 608,27 meter dengan lebar jalan rata-rata 3,5 meter,. 
Kondisi jalan sudah berkonstruksi aspal dan permukaan 
jalan baik. Sedangkan akses antar rumah berupa dalam 
kawasan tersebut masih berupa jalan tanah atau pengerasan 
dengan panjang jalan 163,47 meter. Berikut gambaran 
kondisi persampahan kawasan kumuh kampung Bonto 
Perak. 
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Gambar 4.71 Kondisi jalan kawasan kumuh Bonto Perak. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
2. Kondisi Air Bersih 
Ketersedian air bersih PDAM kawasan kumuh 
kampung Bonto Perak belum terealisasikan saluran PDAM.  
Sehingga masyarakat setempat masih menggunakan air 
sumur bor dan sebagian besar air bersih diambil/membeli 
dari mobil tangki air bersih yang masuk ke wilayah tersebut 
kemudian di tampung dengan bak penampungan masing-
masing rumah untuk pasokan air bersih.. Berikut gambaran 
kondisi sarana air bersih di kawasan permukiman kumuh 
kampung Bonto Perak. 




Gambar 4.72 Kondisi sarana air bersih kawasan kumuh 
Bonto Perak. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
3. Kondisi Drainase 
Kondisi drainase di Kawasan Kampung Bonto 
Perak dengan panjang total adalah 800,75 meter, kondisi 
drainase sudah baik dan  berkonstruksi beton dan hanya 
sebagian drainase yang masaih rusak dengan kontruksi batu 
Sedangkan akses antar rumah berupa dalam kawasan 
tersebut belum optimalisasikan jaringa drainase. Berikut 
gambaran kondisi persampahan kawasan kumuh kampung 
Bonto Perak.  
   
Gambar 4.73 Kondisi drainase kawasan kumuh Bonto 
Perak. 






4. Pengelolaan Air Limbah 
Sistem pengelolaan air limbah pada kawasan 
permukiman kumuh Bonto Perak sebahagian besar berasal 
dari hasil buangan rumah tangga; bersumber dari dapur, 
WC/jamban dan jenis kegiatan aktifitas lainnya. Pada 
kawasan ini tidak miliki MCK sendiri yaitu 2 unit rumah 
dengan jumlah rumah yang ada pada kawasan ini yaitu 80 
unit rumah. Berikut gambaran kondisi pengelolaan sampah 
kawasan kumuh Bonto Perak. 
 
Gambar 4.74 Kondisi pengelolaan air limbah kawasan 
kumuh Bonto Perak. 
Sumber : Survey Lapangan 2017 
5. Pengelolaan Persampahan 
Pengelolaan persampahan dikawasan ini dilakukan 
secara individu. Setiap rumah menyediakan tempat sampah 
yang dihasilkannya, sedangkan pembuangan sampah di 
angkut dengan mobil sampah setiap paginya serta sebagian 
masyarakat setempat dilakukan secara individu dengan cara 
membakar pada lahan-lahan kosong disekitar rumah 
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penduduk. Berikut gambaran kondisi pengelolaan sampah 
kawasan kumuh Bonto Perak. 
   
Gambar 4.75 Kondisi pengelolaan sampah kawasan kumuh 
Bonto Perak. 
















B. Hasil Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh 
Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep 
1. Kawasan Kumuh Kampung Lette 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Lette masing-
masing memiliki panjang 1.693 m dengan lebar jalan 3 meter, untuk 
mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan maka digunakan 
metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =     
   
 × 100 
    = 294 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
Lette yaitu 294 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 






Tabel 4.13 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan kawasan kumuh 
























Panjang 1693 m 
 lebar 3 m 
294% 5 
Penilaian 294% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 294 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Lette adalah 
5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air bersih, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Lette. untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan air 





Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =    
   
 × 100 
      = 100 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Lette untuk kawasan 
permukiman sebesar 100 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel berikut ini :  
Tabel 4.14 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 






















































Penilaian 5 % 
Jumlah 5 
Nilai Rata- rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Lette yaitu 100 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
penilaian yang diberikan adalah 5 
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Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung Lette 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan Tinggi. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
panjang drainase di kawasan kumuh kampung Lette adalah 3.302 m. 
Sedangkan panjang jaringan jalan yang  adalah 1693 m untuk 
mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan drainase, maka digunakan 
metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  = 
               
   
 × 100 
    = 
    
    
 × 100 
    = 97 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Lette yaitu 97 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 





Tabel 4.15 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 





















Ketersediaan Penilaian Skor 








3302 m 97 % 5 
Penilaian 97 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 97 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Drainase di kawasan kumuh kampung Lette 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan Tinggi. 
 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Lette adalah 310 unit 
rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan pengelolaan 
limbah, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut 
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Persentase (%)  =             
   
 × 100 
    =    
   
 × 100 
    = 89 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan kakus di kawasan kumuh kampung Lette yaitu 
89 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  
Tabel 4.16 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 




























Setiap 347 unit 
rumah 
membutuhkan  









89 % 5 
Penilaian 5 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 89 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Lette adalah 5 




e. Sistem Persampahan 
Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Lette ,hampir 
semua rumah sudah memiliki tong sampah pada kawasan tersebut 
dengan ketersediaan tong sampah 650 KK. untuk mengetahui tingkat 
ketersediaan sistem persampahan, maka digunakan metode 
perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =    
   
 × 100 
     = 98  % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 98 %, TPS sebanyak 0 %. Gerobak 
sampah 0 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 







Tabel 4.17 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 
































650 98% 5 
1 unit TPS 
melayani 40 
liter/150KK 
4 TPS   
  
- 0% 1 














sampah  1 
minggu 3 kali 
Pengambilan 
sampah  1 









Penilaian 49 % 
Jumlah Skor 12 
Nilai rata 3 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong 
sampah 98 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 % 
-100 % maka skor yang diberikan adalah 5. TPS sebanyak 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang 
diberikan adalah 1. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada 
pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan 
adalah 1. sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 
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sampah sebesar 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 70 % -100 % maka skor yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Lette 
adalah 12 dengan nilai rata-rata 3 atau dikategorikan sedang. 
2. Kawasan Kumuh Kampung Tumampua 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Tumampua 
masing-masing memiliki panjang 6.131,26 meter dengan lebar jalan 
3,5 meter, untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan 
maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =         
   
 × 100 
    = 659 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
Tumampua yaitu 659 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini  : 
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Tabel 4.18 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan kawasan kumuh 


























 lebar 5 m 
659% 5 
Penilaian 659 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 659 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Tumampua 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air bersih, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Tumampua. untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan 




Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =    
   
 × 100 
      = 100 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Tumampua untuk 
kawasan permukiman sebesar 100 %.Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.19 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 






































































Nilai Rata- rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Lette yaitu 100 %, dan 
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berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
penilaian yang diberikan adalah 5 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung 
Tumampua adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan 
Tinggi. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
panjang drainase di kawasan kumuh kampung Tumampua adalah 
12.262,52 meter. Sedangkan panjang jaringan jalan yang  adalah 
6.131,26 meter untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan 
drainase, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  =                
   
 × 100 
    =           
          
 × 100 
    = 100 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Tumampua yaitu 100 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini :  
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Tabel 4.20 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 








































12.262,52 m 100 % 5 
Penilaian 100 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 100 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Drainase di kawasan kumuh kampung 
Tumampua adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan 
Tinggi. 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Tumampua adalah 
453 unit rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan 




Persentase (%)  =             
   
 × 100 
    =    
   
 × 100 
    = 99 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan kepemilikan kakus di kawasan kumuh 
kampung Tumampua yaitu 99 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini :  
Tabel 4.21 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 








































99 % 5 
Penilaian 99 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 99 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
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Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Tumampua 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan Tinggi. 
e. Sistem Persampahan 
 Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Tumampua 
,hampir semua rumah sudah memiliki tong sampah pada kawasan 
tersebut dengan ketersediaan tong sampah 459 KK. untuk mengetahui 
tingkat ketersediaan sistem persampahan, maka digunakan metode 
perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =    
   
 × 100 
     = 100  % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 100 %, TPS sebanyak 0 %. Gerobak 
sampah 0 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 




Tabel 4.22 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 

































459 100% 5 
1 unit TPS 
melayani 40 
liter/150KK 
3 TPS   
  
- 0% 1 














sampah  1 
minggu 3 kali 
Pengambila








100 % 5 
Penilaian 50 % 
Jumlah Skor 12 
Nilai rata 3 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong 
sampah 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 
% -100 % maka skor yang diberikan adalah 5. TPS sebanyak 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang 
diberikan adalah 1. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada 
pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan 
adalah 1. sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 
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sampah sebesar 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 70 % -100 % maka skor yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung 
Tumampua adalah 12 dengan nilai rata-rata 3 atau dikategorikan 
sedang. 
3. Kawasan Kumuh Kampung Paddoang-doangan 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Paddoang-
doangan masing-masing memiliki panjang 1.248,1 meter dengan lebar 
jalan 3,5 meter, untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang 
jalan maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =         
   
 × 100 
    = 866 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
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Paddoang-doangan yaitu 866 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini  : 
Tabel 4.23 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan Kawasan 

























 lebar 3,5m 
866% 5 
Penilaian 866% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 866 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Paddoang-
doangan adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air bersih, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Paddoang-doangan. untuk mengetahui tingkat ketersediaan 
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jaringan air bersih, maka digunakan metode perhitungan sebagai 
berikut : 
Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =    
   
 × 100 
      = 100 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Paddoang-doangan 
untuk kawasan permukiman sebesar 100 %.Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.24 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 










































































Nilai Rata- rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Paddoang-doangan yaitu 100 
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%, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% 
maka skor penilaian yang diberikan adalah 5 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung 
Paddoang-doangan adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau 
dikategorikan Tinggi. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
panjang drainase di kawasan kumuh kampung Paddoang-doangan 
adalah 2.210,07 meter. Sedangkan panjang jaringan jalan yang  adalah 
1.248,1 meter untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan 
drainase, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  =                
   
 × 100 
    =        
       
 × 100 
    = 88 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Paddoang-doangan yaitu 88 %, Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini :  
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Tabel 4.25 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 





























2496,2 m 2496,2 m 2210,07 m 88 % 5 
Penilaian 88 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 88 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Drainase di kawasan kumuh kampung 
Paddoang-doangan adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau 
dikategorikan Tinggi. 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Paddoang-doangan 
adalah 182 unit rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan 
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pengelolaan limbah, maka digunakan metode perhitungan sebagai 
berikut 
Persentase (%)  =             
   
 × 100 
    =    
   
 × 100 
    = 100 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan pengelolaan limbah di kawasan kumuh 
kampung Paddoang-doangan yaitu 100 %, Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini :  
Tabel 4.26 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 




























Setiap 182 unit 
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membutuhkan  










100 % 5 
Penilaian 100 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 100 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
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Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Paddoang-
doangan adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan Tinggi. 
e. Sistem Persampahan 
 Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Paddoang-
doangan, hampir semua rumah sudah memiliki tong sampah pada 
kawasan tersebut dengan ketersediaan tong sampah 173 KK. untuk 
mengetahui tingkat ketersediaan sistem persampahan, maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =    
   
 × 100 
     = 100  % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =    
   
 × 100 
     = 115  % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 100 %, TPS sebanyak 0 %. Gerobak 
sampah 115 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan 
pengangkutan sampah sebesar 100 % Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.27 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 































 173 Tong 
Sampah/KK 
173 100% 5 
1 unit TPS 
melayani 40 
liter/150KK 
1 TPS   
  



















sampah  1 






100 % 5 
Penilaian 79 % 
Jumlah Skor 16 
Nilai rata 4 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong sampah 
100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 % -100 % 
maka skor yang diberikan adalah 5. TPS sebanyak 0 %, dan berdasarkan 
pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang diberikan adalah 
1. Gerobak sampah 115 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 70 % -100 % maka skor yang diberikan adalah 5. sedangkan 
untuk sistem pengolahan dan pengangkutan sampah sebesar 100 %, dan 
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berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70 % -100 % maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung 
Paddoang-doangan adalah 16 dengan nilai rata-rata 4 atau dikategorikan 
sedang. 
4. Kawasan Kumuh Kampung Tekolabbua 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Tekolabbua 
masing-masing memiliki panjang 715,64 meter dengan lebar jalan 3,5 
meter, untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =       
     
 × 100 
    = 523 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
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Tekolabbua yaitu 523 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini  : 
Tabel 4.28 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan kawasan kumuh 


























 lebar 3,5 m 
523% 5 
Penilaian 523% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 523 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Tekolabbua 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air bersih, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Tekolabbua untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan 
air bersih, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
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Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =  
   
 × 100 
      = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Tekolabbua untuk 
kawasan permukiman sebesar 0 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.29 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 





































































- 0 % 1 
Penilaian 0 % 
Jumlah 1 
Nilai Rata- rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Tekolabbua yaitu 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor 
penilaian yang diberikan adalah 1. 
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Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung 
Tumampua adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan 
rendah. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
panjang drainase di kawasan kumuh kampung Tekolabbua adalah 
566,45 meter. Sedangkan panjang jaringan jalan yang  adalah 715,64 
meter untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan drainase, maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  =                
   
 × 100 
    =       
       
 × 100 
    = 39 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Tekolabbua yaitu 39 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 






Tabel 4.30 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 



















566,45 m 39 % 1 
Penilaian 39 % 
Jumlah Skor 1 
Nilai Rata- Rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 39 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor 
yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Drainase di kawasan kumuh kampung 
Tekolabbua adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan 
rendah. 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Tekolabbua adalah 53 
unit rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan pengelolaan 
limbah, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut 
Persentase (%)  =             
   
 × 100 
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    =   
  
 × 100 
    = 67 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan pengelolaan limbah di kawasan kumuh 
kampung Tekolabbua yaitu 67 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini :  
Tabel 4.31 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 






























67 % 3 
Penilaian 67 % 
Jumlah Skor 3 
Nilai Rata- Rata 3 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 67 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila apabila 40% - 69,99% 
maka skor yang diberikan adalah 3. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Tekolabbua 




e. Sistem Persampahan 
 Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Tekolabbua 
tidak memenuhi persyaratan teknis. Selain itu, cakupan pengelolaan 
persampahan juga tidak memadai. untuk mengetahui tingkat 
ketersediaan sistem persampahan, maka digunakan metode 
perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 0 %, TPS sebanyak 0 %. Gerobak 
sampah 0 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 






Tabel 4.32 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 
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- 0 % 1 
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an sampah  







0 % 1 
Penilaian 0 % 
Jumlah Skor 4 
Nilai rata 1 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong 
sampah 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -
39,99% maka skor yang diberikan adalah 1. TPS sebanyak 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang 
diberikan adalah 1. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada 
pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan 
adalah 1. sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 
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sampah sebesar 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 0 % -39,99% % maka skor yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung 
Tekolabbua adalah 4 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan 
rendah. 
5. Kawasan Kumuh Kampung Biraeng 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Biraeng 
masing-masing memiliki panjang 1.419 m dengan lebar jalan 4 meter, 
untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =      
   
 × 100 
    = 695 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
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Biraeng yaitu 695 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini  : 
Tabel 4.33 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan kawasan kumuh 


























 lebar 4 m 
695% 5 
Penilaian 695% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 695%, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Biraeng 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air bersih, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Biraeng untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan air 
bersih, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
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Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =   
   
 × 100 
      = 14 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Biraeng untuk 
kawasan permukiman sebesar 14 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.34 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 

































































213 KK 30 KK 14 % 1 
Penilaian 14 % 
Jumlah 1 
Nilai Rata- rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Biraeng yaitu 14 %, dan 
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berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0% -39,99% maka skor 
penilaian yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung Biraeng 
adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
panjang drainase di kawasan kumuh kampung Biraeng adalah 1.068 
meter. Sedangkan panjang jaringan jalan yang  adalah 1.419 meter 
untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan drainase, maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  =                
   
 × 100 
    =      
    
 × 100 
    = 37 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Biraeng yaitu 37 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 




Tabel 4.35 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 



















2838 m 2838 m 1068 m 37 % 1 
Penilaian 37 % 
Jumlah Skor 1 
Nilai Rata- Rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 37 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0% -39,99% maka skor 
yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan drainase di kawasan kumuh kampung Biraeng 
adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Biraeng adalah 83 
unit rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan pengelolaan 
limbah, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut 
Persentase (%)  =             
   
 × 100 
179 
 
    =   
  
 × 100 
    = 84 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan pengelolaan limbah di kawasan kumuh 
kampung Biraeng yaitu 84 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini :  
Tabel 4.36 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 




























Setiap 84 unit 
rumah 
membutuhkan  







84 % 5 
Penilaian 84 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 84 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Biraeng adalah 




e. Sistem Persampahan 
 Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Biraeng tidak 
memenuhi persyaratan teknis. Selain itu, cakupan pengelolaan 
persampahan juga tidak memadai. untuk mengetahui tingkat 
ketersediaan sistem persampahan, maka digunakan metode 
perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =    
   
 × 100 
     = 52 % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 52 %, TPS sebanyak 0 %. Gerobak 
sampah 0 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 






Tabel 4.37 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 




























1 orang yaitu 
11,6 liter/KK 




52 % 3 
1 unit TPS 
melayani 40 
liter/150KK 
1 TPS   
  






1  unit 
gerobak  










sampah  1 









0 % 1 
Penilaian 13 % 
Jumlah Skor 6 
Nilai rata 1 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong 
sampah 52 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 40% 
- 69,99% maka skor yang diberikan adalah 3. TPS sebanyak 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang 
diberikan adalah 1. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada 
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pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan 
adalah 1. sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 
sampah sebesar 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 0 % -39,99% % maka skor yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung 
Biraeng adalah 6 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
6. Kawasan Kumuh Kampung Bulu-bulu 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Bulu-bulu 
masing-masing memiliki panjang 1.362,88 dengan lebar jalan 3,5 
meter, untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =          
   
 × 100 
    = 567 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
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Bulu-bulu yaitu 567 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini  : 
Tabel 4.38 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan kawasan kumuh 

























1.362,88  m 
 lebar 4 m 
567% 5 
Penilaian 567% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 695%, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Bulu-bulu 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Bulu-bulu untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan 
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air bersih PDAM, maka digunakan metode perhitungan sebagai 
berikut : 
Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =  
   
 × 100 
      = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Bulu-bulu untuk 
kawasan permukiman sebesar 0 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.39 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 































































239 KK - 0 % 1 
Penilaian 0 % 
Jumlah 1 
Nilai Rata- rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Bulu-bulu yaitu 0 %, dan 
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berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0% -39,99% maka skor 
penilaian yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung Bulu-
bulu adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
ketersediaan drainase di kawasan kumuh kampung Bulu-bulu tidak 
memiliki sistem drainase. Sedangkan panjang jaringan jalan yang  
adalah 1.362,88 meter untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan 
drainase, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  =                
   
 × 100 
    =  
       
 × 100 
    = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Bulu-bulu yaitu 0 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 




Tabel 4.40 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 





























        
m 
       m 1068 m 0 % 1 
Penilaian 0 % 
Jumlah Skor 1 
Nilai Rata- Rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0% -39,99% maka skor 
yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan drainase di kawasan kumuh kampung Bulu-bulu 
adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Bulu-bulu adalah 91 
unit rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan pengelolaan 
limbah, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut 
Persentase (%)  =             
   
 × 100 
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    =   
   
 × 100 
    = 68 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan pengelolaan limbah di kawasan kumuh 
kampung Bulu-bulu yaitu 68 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini :  
Tabel 4.41 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 
Kumuh Kampung Bulu-bulu Tahun 2017 




































68 % 3 
Penilaian 68% 
Jumlah Skor 3 
Nilai Rata- Rata 3 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 68 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 40% - 69,99% maka 
skor yang diberikan adalah 3. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Bulu-bulu 




e. Sistem Persampahan 
 Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Bulu-bulu 
tidak memenuhi persyaratan teknis. Selain itu, cakupan pengelolaan 
persampahan juga tidak memadai. untuk mengetahui tingkat 
ketersediaan sistem persampahan, maka digunakan metode 
perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =    
   
 × 100 
     = 100  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 0 %, TPS sebanyak 100 %. Gerobak 
sampah 0 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 






Tabel 4.42 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 






























 239 Tong 
Sampah/KK 
- 0 % 1 
1 unit TPS 
melayani 40 
liter/150KK 





















sampah  1 









0 % 1 
Penilaian 25 % 
Jumlah Skor 8 
Nilai rata 2 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong 
sampah 1 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -
39,99% maka skor yang diberikan adalah 1. TPS sebanyak 100 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, 70% – 100% maka skor yang 
diberikan adalah 5. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada 
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pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan 
adalah 1. sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 
sampah sebesar 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 0 % -39,99% % maka skor yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Bulu-
bulu adalah 8 dengan nilai rata-rata 2 atau dikategorikan rendah. 
7. Kawasan Kumuh Kampung Bonto Labere 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Bonto 
Labbere masing-masing memiliki panjang 646 meter dengan lebar 
jalan 3,5 meter, untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang 
jalan maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =    
   
 × 100 
    = 448 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
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Bonto Labbere yaitu 448 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini  : 
Tabel 4.43 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan kawasan kumuh 
























Panjang 646 m 
 lebar 3,5 m 
448% 5 
Penilaian 448% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 448%, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Bonto 
Labbere adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Bonto Labbere untuk mengetahui tingkat ketersediaan 
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jaringan air bersih PDAM, maka digunakan metode perhitungan 
sebagai berikut : 
Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =  
   
 × 100 
      = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Bonto Labbere untuk 
kawasan permukiman sebesar 0 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.44 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 











































































125 KK - 0 % 1 
Penilaian 0 % 
Jumlah 1 
Nilai Rata- rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Bonto Labbere yaitu 0 %, dan 
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berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0% -39,99% maka skor 
penilaian yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung Bonto 
Labbere adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
panjang drainase di kawasan kumuh kampung Bonto Labbere adalah 
295 meter. Sedangkan panjang jaringan jalan yang  adalah 646 meter 
untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan drainase, maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  =                
   
 × 100 
    =     
    
 × 100 
    = 22 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Bonto Labbere yaitu 22 %, Untuk lebih jelasnya dapat 




Tabel 4.45 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 



























1292 m 1292 m 295 m 22 % 1 
Penilaian 22 % 
Jumlah Skor 1 
Nilai Rata- Rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 22 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0% -39,99% maka skor 
yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan drainase di kawasan kumuh kampung Bonto 
Labbere adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Bonto Labbere adalah 
56 unit rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan 




Persentase (%)  =             
   
 × 100 
    =   
  
 × 100 
    = 65 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan pengelolaan limbah di kawasan kumuh 
kampung Bonto Labbere yaitu 65 %, Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini :  
Tabel 4.46 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 
Kumuh Kampung Bonto Labbere Tahun 2017 































Setiap 85 unit 
rumah 
membutuhkan 







65 % 3 
Penilaian 65% 
Jumlah Skor 3 
Nilai Rata- Rata 3 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 65 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 40% - 69,99% maka 
skor yang diberikan adalah 3. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Bonto Labbere 
adalah 3 dengan nilai rata-rata 3 atau dikategorikan sedang. 
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e. Sistem Persampahan 
 Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Bonto 
Labbere tidak memenuhi persyaratan teknis. Selain itu, cakupan 
pengelolaan persampahan juga tidak memadai. untuk mengetahui 
tingkat ketersediaan sistem persampahan, maka digunakan metode 
perhitungan sebagai berikut : 
 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =  
   
 × 100 
     = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 0 %, TPS sebanyak 0 %. Gerobak 
sampah 0 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 





Tabel 4.47 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 

































- 0 % 1 
1 unit TPS 
melayani 40 
liter/150KK 
- - 0% 1 










sampah  1 
minggu 3 kali 
Pengambil
an sampah  









0 % 1 
Penilaian 0 % 
Jumlah Skor 4 
Nilai rata 1 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong 
sampah 1 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -
39,99% maka skor yang diberikan adalah 1. TPS sebanyak 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang 
diberikan adalah 1. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada 
pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan 
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adalah 1. sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 
sampah sebesar 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 0 % -39,99% % maka skor yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Bonto 
Labbere adalah 4 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
8. Kawasan Kumuh Kampung Turun Pissuei 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Turun Pissuei 
masing-masing memiliki panjang 3.561,54 meter dengan lebar jalan 
3,5 meter, untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan 
maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =           
   
 × 100 
    = 486 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
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Turun Pissuei yaitu 486 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini  : 
Tabel 4.48 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan kawasan kumuh 

























3.561,54  m 
lebar 3,5 m 
486% 5 
Penilaian 486% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 486%, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Turun Pissuei 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Turun Pissuei untuk mengetahui tingkat ketersediaan 
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jaringan air bersih PDAM, maka digunakan metode perhitungan 
sebagai berikut : 
Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =    
    
 × 100 
      = 62 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Turun Pissuei untuk 
kawasan permukiman sebesar 62 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.49 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 































































62 % 3 
Penilaian 62 % 
Jumlah 3 
Nilai Rata- rata 3 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Turun Pissuei yaitu 62 %, dan 
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berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 40% - 69,99% maka 
skor penilaian yang diberikan adalah 3. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung Turun 
Pissuei adalah 3 dengan nilai rata-rata 3 atau dikategorikan sedang. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
panjang drainase di kawasan kumuh kampung Turun Pissuei adalah 
295 meter. Sedangkan panjang jaringan jalan yang  adalah 3.561,54 
meter untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan drainase, maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  =                
   
 × 100 
    =         
         
 × 100 
    = 84 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Turun Pissuei yaitu 84 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 






Tabel 4.50 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 

































84 % 5 
Penilaian 84 % 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 84 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan drainase di kawasan kumuh kampung Turun 
Pissuei adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Turun Pissuei adalah 
595 unit rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan 
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pengelolaan limbah, maka digunakan metode perhitungan sebagai 
berikut: 
Persentase (%)  =             
   
 × 100 
    =    
   
 × 100 
    = 96 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan pengelolaan limbah di kawasan kumuh 
kampung Turun Pissuei yaitu 96 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini :  
Tabel 4.51 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 

































96 % 5 
Penilaian 96% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 96 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% - 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
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Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Turun Pissuei 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
e. Sistem Persampahan 
 Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Turun 
Pissuei pengelolaan persampahan belum di lakukan secara maksimal. 
Selain itu, cakupan. untuk mengetahui tingkat ketersediaan sistem 
persampahan, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =    
    
 × 100 
     = 42  % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =  
    
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =  
    
 × 100 
     = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 42 %, TPS sebanyak 0 %. Gerobak 
sampah 0 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 




Tabel 4.52 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 



























444 42 % 3 
1 unit TPS 
melayani 40 
liter/150KK 
7 TPS   
  







5  unit 
gerobak  















sampah  1 




Penilaian 67 % 
Jumlah Skor 10 
Nilai rata 2,5 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong 
sampah 42 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 40% 
- 69,99% maka skor yang diberikan adalah 3. TPS sebanyak 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang 
diberikan adalah 1. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada 
pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan 
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adalah 1. sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 
sampah sebesar 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 70% – 100% maka skor yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Turun 
Pissuei adalah 10 dengan nilai rata-rata 2,5 atau dikategorikan rendah. 
9. Kawasan Kumuh Kampung Bonto Perak 
a. Jaringan Jalan 
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan bertujuan untuk 
mendukung dan mempercepat aktivitas  lalu lintas barang maupun 
manusia dari suatu tempat ketempat lain, dan membentuk struktur 
ruang wilayah. 
Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. 
jalan lingkungan yang ada di kawasan kumuh kampung Bonto Perak 
masing-masing memiliki panjang 608,27 meter dengan lebar jalan 3,5 
meter, untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Jalan =             
   
 × 100 
    =         
   
 × 100 
    = 482 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang jalan di kawasan kumuh kampung 
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Bonto Perak yaitu 482 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini  : 
Tabel 4.53 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan kawasan kumuh 































 lebar 3,5 m 
482% 5 
Penilaian 482% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan panjang jalan yaitu 482%, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Jalan di kawasan kumuh kampung Bonto Perak 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
b. Jaringan Air Bersih 
Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan 
wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat 
menggunakan air, tak terkecuali masyarakat di kawasan kumuh 
kampung Bonto Perak untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan 
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air bersih PDAM, maka digunakan metode perhitungan sebagai 
berikut : 
Persentase (%) kawasan permukiman =             
            
 × 100 
      =  
  
 × 100 
      = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa ketersediaan 
jaringan air bersih di kawasan kumuh kampung Bonto Perak untuk 
kawasan permukiman sebesar 0 %.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut ini :  
Tabel 4.54 Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh 





















































96 KK - 0 % 1 
Penilaian 1 % 
Jumlah 1 
Nilai Rata- rata 1 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017  
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan 
permukiman kawasan kumuh kampung Turun Pissuei yaitu 1 %, dan 
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berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor 
penilaian yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan Air Bersih di kawasan kumuh kampung Bonto 
Perak adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
c. Jaringan Drainase 
Jaringan drainase memiliki peranaan penting untuk mengalirkan 
air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan 
mengurangi terjadi banjir disuatu daerah.  
Sesuai dengan ketersedian panjang drainase di ketahui, bahwa 
panjang drainase di kawasan kumuh kampung Bonto Perak adalah 
800,75 meter. Sedangkan panjang jaringan jalan yang  adalah 608,27 
meter untuk mengetahui tingkat ketersediaan Jaringan drainase, maka 
digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%)  =                
   
 × 100 
    =        
         
 × 100 
    = 65 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan panjang Drainase di kawasan kumuh 
kampung Bonto Perak yaitu 65 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 




Tabel 4.55 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan 




























800,75 m 65 % 3 
Penilaian 65 % 
Jumlah Skor 3 
Nilai Rata- Rata 3 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan jaringan drainase yaitu 65 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor 
yang diberikan adalah 3. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan jaringan drainase di kawasan kumuh kampung Bonto 
Perak adalah 3 dengan nilai rata-rata 3 atau dikategorikan sedang. 
d. Pengelolaan Limbah 
Pengelolaan limbah memiliki peranaan penting untuk mencegah 
pencemaran terhadap lingkungan.  
Sesuai dengan ketersedian kepemilikan MCK di ketahui bahwa 
kepemilikan kakus di kawasan kumuh kampung Bonto Perak adalah 
94 unit rumah/kakus. untuk mengetahui tingkat ketersediaan 





Persentase (%)  =             
   
 × 100 
    =   
  
 × 100 
    = 97 % 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa 
persentase ketersediaan pengelolaan limbah di kawasan kumuh 
kampung Bonto Perak yaitu 97 %, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini :  
Tabel 4.56 Hasil Analisis Ketersediaan pengelolaan Limbah Kawasan 


































97 % 5 
Penilaian 96% 
Jumlah Skor 5 
Nilai Rata- Rata 5 
Sumber : Hasil Survey dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa penilaian  ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 97 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% - 100% maka skor 
yang diberikan adalah 5. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan MCK/kakus di kawasan kumuh kampung Bonto Perak 
adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan tinggi. 
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e. Sistem Persampahan 
 Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Bonto Perak 
pengelolaan persampahan belum di lakukan secara maksimal. Selain 
itu, cakupan. untuk mengetahui tingkat ketersediaan sistem 
persampahan, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut : 
Persentase (%) Tong Sampah =             
   
 × 100 
     =  
  
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) TPS  =             
   
 × 100 
     =  
  
 × 100 
     = 0  % 
Persentase (%) Gerobak sampah =             
   
 × 100 
     =  
  
 × 100 
     = 0 % 
Berdasarkan perhitungan di atas mengenai sistem sarana 
persampahan untuk tong sampah 0 %, TPS sebanyak 0 %. Gerobak 
sampah 0 %, sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 







Tabel 4.57 Hasil Analisis Ketersediaan  Sistem Persampahan Kawasan 





























- 0% 1 
1 unit TPS 
melayani 40 
liter/150KK 

















an sampah  









Penilaian 0 % 
Jumlah Skor 4 
Nilai rata 1 
Sumber : Hasil Survey  dan Analisis Tahun 2017 
Berdasarkan tabel  dan perhitungan di atas, maka diketahui 
bahwa persentase  ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong 
sampah 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -
39,99% maka skor yang diberikan adalah 3. TPS sebanyak 0 %, dan 
berdasarkan pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang 
diberikan adalah 1. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada 
pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan 
adalah 1. sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan 
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sampah sebesar 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 
apabila 0 % -39,99%  maka skor yang diberikan adalah 1. 
Dari tabel  di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat 
ketersediaan Sistem persampahan di kawasan kumuh kampung Bonto 
Perak adalah 4 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah. 
Rekapitulasi Hasil Penilaian Terhadap Prasarana Kawasan Permukiman 
Kumuh Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep 
Berdasarkan penilaian masing-masing variabel pada analisis ketersediaan 
prasarana kawasan permukiman kumuh kota pangkajene, maka dapat diketahui 
jumlah prasarana yang memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, sedang, 
maupun rendah pada kawasan permukiman kumuh kota pangkajene. Adapun 
rekapitulasi hasil penilaiaan terhadap tingkat ketersediaan prasarana dapat 





Tabel 4.58 Rekapitulasi Hasil Penilaian Terhadap Infrastruktur Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pangkajene  
Kabupaten Pangkep 2017 
Sumber :Hasil  Analisis Tahun 2017 
Dari tabel diatas, diketahui bahwa hasil rekapitulasi ketersediaan infrakstruktur prasarana secara keseluruhan  pada 
kawasan permukiman kumuh kota pangkajene kabupaten pangkep memiliki jumlah skor 152 dengan nilai rata- rata 3, dan sesuai 












































Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
















3 3 4 1 1 2 1 2 1 18 2 Rendah 
Jumlah 152 




Tingkat ketersediaan infrastruktur ada kawasan permukiman kumuh 
kota pangkajene yang paling tinggi dari setiap item variabel penelitian yaitu 
jaringan jalan dengan nilai rata-rata skor 5 dengan kategori tinggi. Untuk  
tingkat ketersediaan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh kota 
pangkajene yang sedang dari setiap item variabel penelitian yaitu jaringan 
drainase dengan nilai rata-rata skor 3 dengan kategori sedang dan jaringan 
pengelolaan air limbah dengan nilai rata-rata skor 4. Dan untuk tingkat 
ketersediaan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh kota pangkajene 
yang paling rendah dari setiap item variabel penelitian yaitu jaringan air bersih 
dengan nilai rata-rata skor 2 dengan kategori rendah, dan jaringan 
persampahan dengan nilai rata-rata skor 2 dengan kategori rendah. Dimana 
tingkat ketersediaan pada kawasan permukiman kumuh kota pangkajene 
tersebut dapat dikatakan perlu adanya adanya peningkatan setiap item variabel 
pada prasarana untuk mendukung upaya pengembangan pembangunan pada 
kawasan permukiman kumuh kota pangkajene kabupaten pangkep dan 
menjadi sebuah rencana program kegiatan terkait di bidang infrastruktur 
wilayah ditahun berikutnya. 
C. Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota 
Pangkajene Kabupaten Pangkep 
Berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing variabel, maka dapat 
diketahui jumlah kebutuhan prasarana pada kawasan permukiman kumuh 
Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep. Adapun rekapitulasi hasil penilaian 
terhadap ketersediaan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.59 Rekapitulasi Kebutuhan Terhadap Infrastruktur Prasarana Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pangkajene 
Kabupaten Pangkep 2017 
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Dari tabel diatas, maka Kebutuhan terhadap infrastruktur prasarana 
kawasan permukiman kumuh Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep, 
membutuhkan jaringan air bersih dengan aliran perpipaan PDAM sebanyak 2104 
KK, untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan kualitas jalan jaringan, untuk 
kebutuhan jaringan drainase yaitu 8.250,73 meter, kebutuhan pengelolaan limbah 
yaitu 4 MCK umum, dan untuk kebutuhan persampahan yaitu 1330 tong 
sampah/kk, 17 TPS dan 12 unit grobak sampah serta membutuhkan Pengankutan  
sampah  1 minggu 3 kali pada kawasan kumuh kota pangkajene, untuk lebih 
jelasnya dapat dijelaskan perkawasan pada lokasi penelitian berikut ini. 
1. Kawasan Kumuh Kampung Lette 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Letta yaitu untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan kualitas 
jalan,  untuk jaringan drainase dibutuhkan drinase dengan panjang 84 meter, 
untuk jaringan pengelolaan limbah pada kawasan ini membutuhkan 1 unit 
MCK umum, dan untuk jaringan sistem persampahan membutuhkan 4 unit 
TPS dan 3 unit grobak sampah. 
2. Kawasan Kumuh Kampung Tumampua 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Tumampua yaitu jaringan sistem persampahan membutuhkan 3 unit 





3. Kawasan Kumuh Kampung Paddoang-doangan 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Paddoang-doangan yaitu untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan 
kualitas jalan,  untuk jaringan drainase dibutuhkan drinase dengan panjang 
286,13 meter dan untuk jaringan sistem persampahan membutuhkan 4 unit 
TPS. 
4. Kawasan Kumuh Kampung Tekolabbua 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Tekolabbua yaitu untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan 
kualitas jalan,  untuk jaringan drainase dibutuhkan drinase dengan panjang 
864,83 meter, untuk  jaringan sistem air bersih membutuhkan saluran 
perpipaan PDAM membutuhkan 175 KK, dan untuk jaringan pengelolaan 
limbah membutuhkan 1 unit MCK umum, serta untuk jaringan sistem 
persampahan pada lokasi tersebut belum memiliki sehingga membutuhkan 
176 tong sampah/KK, 4 unit TPS dan 3 unit grobak sampah serta 
membutuhkan Pengankutan  sampah  1 minggu 3 kali. 
5. Kawasan Kumuh Kampung Biraeng 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Biraeng yaitu untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan kualitas 




meter, untuk jaringan air bersih membutuhkan saluran perpipaan PDAM yaitu 
183 KK, dan untuk jaringan sistem persampahan membutuhkan 103 tong 
sampah/KK, 1 unit TPS dan 1 unit grobak sampah serta membutuhkan 
Pengankutan  sampah  1 minggu 3 kali. 
6. Kawasan Kumuh Kampung Bulu-bulu 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Bulu-bulu yaitu untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan kualitas 
jalan , untuk jaringan drainase dubutuhkan peambahan jalan dengan panjang 
3206 meter, untuk sistem air bersih PDAM belum memiliki pada kawasan 
tersebut sehingga membutuhkan air bersih PDAM yaitu 239 KK, untuk 
jaringan pengelolaan limbah pada kawasan ini membutuhkan 1 unit MCK 
umum, dan untuk jaringan persampahan pada lokasi tersebut belum memiliki 
sistem persampahan sehingga membutuhkan 239 tong sampah/KK, 4 unit 
TPS dan 3 unit grobak sampah serta membutuhkan Pengankutan  sampah  1 
minggu 3 kali. 
7. Kawasan Kumuh Kampung Bonto Labbere 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Bonto Labbere yaitu untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan 
kualitas jalan, untuk sistem air bersih PDAM belum memiliki sehingga 
membutuhkan air bersih PDAM yaitu 125 KK , untuk jaringan drainase 




ini membutuhkan 1 unit MCK umum dan untuk jaringan persampahan pada 
lokasi tersebut belum memiliki sistem persampahan sehingga membutuhkan 
125 tong sampah/KK serta membutuhkan Pengankutan  sampah  1 minggu 3 
kali. 
8. Kawasan Kumuh Kampung Turun Pissuei 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Turun Pissuei yaitu untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan 
kualitas jalan, untuk sistem air bersih PDAM dibutuhkan penambahan PDAM 
yaitu  385 KK, untuk jaringan drainase dengan panjang 1107,22 meter,  dan 
untuk jaringan pengelolaan sisteem persampahan membutuhkan 591 tong 
sampah/KK, 7 unit TPS dan 5 unit grobak sampah. 
9. Kawasan Kumuh Kampung Bonto Perak 
Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran mengenai ketersediaan 
infrastruktu. Kebutuhan infrastruktur prasarana pada kawasan kumuh 
kampung Bonto Perak yaitu untuk jaringan jalan perlu ada peningkatan 
kualitas jalan, untuk  sistem air bersih PDAM belum memiliki, sehingga 
membutuhkan air bersih PDAM yaitu 96 KK, dan untuk jaringan 
persampahan pada lokasi tersebut belum memiliki sistem persampahan 
sehingga membutuhkan 96 tong sampah/KK serta membutuhkan 






D. Kajian Islam Tentang Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Terkait 
Dalam Al-Qu’an 
Pentingnya pembangunan infrstruktur kawasan permukiman. Selain 
itu Allah swt  berfirman dalam QS Hasyr/59:18 yaitu : 
                                   
         
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Kementrian Agama 
RI, 1433 H/2012 M). 
 
Berdasarkan Tafsir Al-Mishbah makna dari ayat tersebut menjelaskan 
tentang orang-orang yahudi dan munafik yang kesudahan mereka adalah siksa 
duniawi dan ukhwari. Ayat tersebut mengajak kaum muslimin untuk berhati-
hati jangan sampai mengalami nasib seperti mereka itu. Allah Berfirman : 
Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni hindarilah siksa 
yang dapat dijatuhkan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan jalan 
melaksanakan perintah-Nya Sekuat  kemampuan kamu dan menjauhi 
larangan-Nya, dan hendaklah setiap hari memmerhatikan apa yang telah 
dikedepankannya, yakni amal saleh  yang telah diperbuatnya, untuk hari esok 
yang dekat, yakni akhirat. 
Setelah memerintahkan bertakwa didorong oleh rasa takut, atau dalam 
rangka melakukan amalan positif, perintah tersebut diulangi lagi agar 
didorong oleh rasa malu  atau untuk meninggalkan amalan negatif. Allah 




sesungguhnya Allah menyangkut apa yang senantiasa dan dari saat ke saat  
kamu kerjakan Maha mengetahui sampai sekecil apapun. 
Kata  ( اومّدقت ) tuqaddimu/dikedepankan digunakan dalam arti amal-
amal yang dilakukan untuk meraih manfaat di masa datang. Ini seperti hal-hal  
yang dilakukan terlebih dahulu guna menyambut tamu sebelum 
kedatangnnya. 
Perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok 
dipahami oleh Thabathaba’i sebagai perintah untuk melakukan evaluasi 
terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang 
telah menyelesaikan pekerjaanya. Ia dituntut untuk memperhatikannya 
kembali agar menyempurnakanya,sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak 
ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap mukmin 
dituntut melakukan hal itu. kalau baik dia dapat mengharap ganjaran  dan 
kalau amalnya buruk, dia hendaknya segera bertaubat. Atas dasar ini pula 
ulama yang berkelahiran di Rappang berpendapat bahwa perintah takwa yang 
kedua dimaksudkan untuk perbaikan dan penyempurnan amal-amal yang 
telah dilakukan atas dasar perintah takwa yang pertama (Quraish, 2002). 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan 
infrastruktur mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan 
masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Di 
kawasan permukiman kumuh kota pangkajene masih rendahnya ketersediaan 
infrastruktur. Infrastruktur ini memiliki peran sangat penting bagi 




Setiap umat muslim dituntut untuk memperhatikannya kembali agar 
menyempurnakanya,sehingga jika tiba saatnya diperiksa,tidak ada lagi 
kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap mukmin dituntut 
melakukan hal itu. kalau baik dia dapat mengharap ganjaran  dan kalau 










Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil rekapitulasi ketersediaan infrakstruktur prasarana secara keseluruhan  
pada kawasan permukiman kumuh kota pangkajene kabupaten pangkep 
memiliki jumlah skor 152 dengan nilai rata- rata 3, sehingga masih dalam 
ketegori Sedang.  
Tingkat ketersediaan infrastruktur kawasan permukiman kumuh 
Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep yang memiliki tingkat ketersediaan 
yang paling tinggi yaitu jaringan jalan dengan nilai rata-rata skor 5 dengan 
kategori tinggi. Untuk  tingkat ketersediaan infrastruktur sedang yaitu 
jaringan drainase dengan nilai rata-rata skor 3 dan jaringan pengelolaan air 
limbah dengan nilai rata-rata skor 4. Dan tingkat ketersediaan infrastruktur 
rendah yaitu jaringan air bersih dan jaringan persampahan dengan nilai 
rata-rata skor 2. 
2. Kebutuhan terhadap infrastruktur prasarana kawasan permukiman kumuh 
Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep, membutuhkan jaringan air bersih 
dengan aliran perpipaan PDAM sebanyak 2104 KK, untuk jaringan jalan 
perlu ada peningkatan kualitas jalan jaringan, kebutuhan jaringan drainase 





kebutuhan persampahan yaitu 1330 tong sampah/kk, 17 TPS dan 12 unit 
grobak sampah serta membutuhkan Pengankutan  sampah  1 minggu 3 kali 
pada kawasan kumuh kota pangkajene. 
B. Saran 
Adapun saran – saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu: 
1. Dalam aspek dukungan infrastruktur pada kawasan kumuh kota 
pangkajene di harapkan kepada pihak pemerintah agar menyediakan 
infrastruktur yang belum ada serta perbaikan fasilitas yang telah ada pada 
kawasan tersebut, dan diperlukan adanya kerjasama antar pemerintah, dan 
masyarakat tentang kesehatan lingkungan masih sangat minim. 
2. Dalam aspek dukungan infrastruktur pada kawasan kumuh kota 
pangkajene di harapkan kepada pihak pemerintah agar melakukan 
peremajaan dan perbaikan terhadap infarsruktur yang telah ada secara 
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